
ANALISIS PLANNED BEHAVIOR TERHADAP MINAT 

MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM SEKTOR 

FOOD & BEVERAGE DI KABUPATEN SIDOARJO 

 

SKRIPSI 

 

Oleh 

ALNAVI AZZAHRA 

NIM: G94219132 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 

SURABAYA 

2023





 

ii 

 

DECLARATION 

 

I, Alnavi Azzahra, G94219132, declare that: 

1. My thesis is genuise and truly my own creation, and is not another’s 

person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis 

has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan 

Ampel Surabaya or in any other universities/colleges. 

2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by 

anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author’s 

name and stated in the References. 

3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud 

and dishonest, I agree to receive an academic sanction inn the form of 

removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in 

accordance with the prevailing norms and regulation in UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

 

      Surabaya, June 30th, 2023 

      declared by, 

      

      Alnavi Azzahra 

      NIM. G94219132 

 

 

 

 







 

v 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 

viii 

 

ABSTRAK 

 

 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal 

menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mewajibkan bagi seluruh pelaku usaha 

untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang beredar. Meskipun sertifikasi 

halal sudah menjadi bentuk kewajiban namun, pada kenyataannya masih banyak 

produk UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kondisi sertifikasi halal dan implementasi planned 

behavior dalam menjawab minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor 

food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dilakukan pada para pelaku UMKM sektor food & beverage di 

Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni 

triangulasi sumber. 

 Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi pelaksanaan sertifikasi halal 

masih terbatas pada kemampuan dan wewenang masing-masing institusi serta 

dijumpai beberapa kendala dan kurangnya kesadaran serta pemahaman atas 

sertifikasi halal. Mayoritas pelaku UMKM menunjukkan sikap bahwa sertifikasi 

halal tidak begitu penting dan bermanfaat, sehingga mereka belum termotivasi 

bahkan tidak yakin mampu mengatasi kesulitan-kesulitan selama pelaksanaan 

sertifikasi halal. Sementara, beberapa pelaku UMKM yang menanggap sertifikasi 

halal merupakan hal penting dan bermanfaat, termotivasi untuk melakukan 

sertifikasi halal gratis (SEHATI) apabila mendapat fasilitas, pendampingan, dan 

kemudahan administrasi selama prosesnya. 

 Penelitian ini menyarankan kepada pelaku UMKM untuk terus 

meningkatkan kualitas produk supaya memiliki daya saing di pasar dengan 

memanfaatkan fasilitasi standarisasi seperti sertifikasi halal. Sementara, bagi 

pemerintah daerah supaya lebih bersinergi dalam memasifkan pendampingan 

sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. 

 

Kata Kunci: Planned Behavior, Sertifikasi Halal, UMKM 
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ABSTRACT 

 

 Law No. 33 of 2014 concerning Halal product guarantees states that the 

Indonesian government requires all business actors to have halal certification for 

products in circulation. Even though halal certification has become a form of 

obligation, in reality, many MSME products still have not carried out halal 

certification. This study aims to describe the condition of halal certification and 

the implementation of planned behavior in response to the interest in halal 

certification in MSMEs in the food & beverage sector in Sidoarjo Regency. 

 The research method used is descriptive with a qualitative approach. The 

data collection process was carried out through interviews, observation, and 

documentation by MSME actors in the food & beverage sector in Sidoarjo 

Regency. The data analysis technique used is source triangulation. 

 The results of the study found that the conditions for implementing halal 

certification were still limited to the capabilities and authority of each institution 

and encountered several obstacles and a need for more awareness and 

understanding of halal certification. Most MSME actors show the attitude that 

halal certification is not very important and valuable, so they are not motivated or 

even sure they can overcome the difficulties during the implementation of halal 

certification. Meanwhile, some MSME actors who consider halal certification 

essential and valuable are motivated to carry out free halal certification (SEHATI) 

if they receive facilities, assistance, and ease of administration. 

 This research advises MSME players to continue improving product 

quality to compete in the market by utilizing standardization facilitation such as 

halal certification. Meanwhile, local governments should synergize more in 

facilitating halal certification for MSME actors. 

 

Keywords: Planned Behavior, Halal Certification, MSMEs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri hingga akhir 2021 

tercatat bahwa sekitar 237,53 juta jiwa penduduk Indonesia beragama 

islam (Bayu, 2022). Bila dilihat angka tersebut setara dengan 86,9% dari 

total seluruh populasi masyarakat Indonesia. Mengingat banyaknya 

masyarakat muslim maka kebutuhan konsumsi akan produk halal untuk 

kebutuhan sehari-hari juga sangat tinggi. Kehalalan suatu produk dianggap 

penting bagi masyarakat muslim yang menginginkan kepastian dan 

jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standarisasi halal. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, halal tidak hanya sebagai 

unsur kebutuhan saja. Bahkan saat ini halal sudah berkembang menjadi 

sebuah lifestyle atau biasa dikenal sebagai halal lifestyle. Perkembangan 

halal lifestyle didorong atas kesadaran komunitas muslim untuk 

menerapkan konsep dan ajaran agama di dalam kehidupannya serta 

dukungan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH). 

 Konsep halal paling umum yang diketahui masyarakat ialah terkait 

kehalalan makanan dan minuman yang berarti makanan dan minuman 

tersebut tidak mengandung babi atau pun sesuatu yang memabukkan.
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Padahal jika dikaji kembali konsep halal tidak terbatas pada produk 

makanan dan minuman saja. Halal bukan hanya mengenai sertifikasi halal, 

namun prosedur juga harus mengacu pada persiapan, pemotongan, bahan 

baku, kebersihan, penanganan dan proses hingga kelayakan transportasi 

dan pendistribusian (Adinugraha et al., 2021). 

 Dalam Al-Qur’an Q.S Al-Maidah (5): 87, menganjurkan umat 

muslim agar memakan makanan yang baik lagi halal (halalan thayyiban). 

Makanan halal adalah bahan makanan yang murni dalam cara 

perolehannya, bermutu gizi, dan bebas dari segala aspek yang dapat 

mempengaruhi konsep halalan thayyiban (Wahab & Azhar, 2014). 

Sedangkan menurut Alaydrus dalam (Setiawan, 2020), thayyib ialah 

makanan yang sesuai dengan kapasitas fisik, kadar gizi, dan waktu saat 

melakukan kegiatan makan. Makanan halal bukan saja dapat dikonsumsi 

masyarakat non-muslim, bahkan mereka bisa turut memproduksi makanan 

halal bagi umat muslim dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam.  

 Dari beberapa sektor halal unggulan yang dimiliki Indonesia, 

sektor makanan dan minuman (food & beverage) menempati urutan 

teratas. Menurut Global Islamic Economy Report 2020-2021 Indonesia 

menduduki urutan ke-4 pada sektor makanan halal. Dimana posisi tersebut 

berhasil naik delapan peringkat dibandingkan sebelumnya. Tingkat 

konsumsi Indonesia terhadap produk makanan halal termasuk paling tinggi 

di dunia sekitar US$ 144 miliar (Rizaty, 2021). 
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 Salah satu sektor yang berhubungan dengan produksi makanan dan 

minuman ialah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal 

menyatakan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar 

di Indonesia, termasuk didalamnya produk UMK. Lantaran UMKM sering 

terkendala oleh faktor biaya maka pemerintah dalam Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia No. 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal 

Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menawarkan kemudahan sertifikasi 

halal untuk UMKM. Dalam Pasal 2 ayat 2 menerangkan bahwa 

“Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pernyataan pelaku 

usaha mikro dan kecil” (Peraturan Menteri Agama Tentang Sertifikasi 

Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021). 

 Menurut laporan ASEAN Investment Report per 2021 jumlah 

UMKM di Indonesia mencapai 65,46  juta (Ahdiat, 2022). Meskipun 

konsumsi Indonesia terhadap produk halal tinggi akan tetapi hingga tahun 

2021 baru sekitar 8.333 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memperoleh 

sertifikasi halal (Ulya, 2022). Jumlah tersebut masih sangat sedikit 

dibanding dengan jumlah seluruh UMK di Indonesia. 

 Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa 

Timur dengan jumlah penduduk sebesar 2,03 juta jiwa berdasarkan Sensus 

Penduduk 2020 (BPS, 2021). Sekitar 95,75% penduduk menganut agama 

Islam. Sidoarjo menjadi salah satu daerah di Jawa Timur dengan 
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pertumbuhan UMKM cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam (Tarhani & Pujianto, 2022) 

tercatat bahwa Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 menjadi daerah 

dengan UMKM terbanyak ke-2 sebanyak 106,28 ribu UMKM yang 

tersebar di 18 kecamatan. Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai Kota 

UMKM dan telah mendapat pengakuan resmi sebagai Kota UMKM 

Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Dari angka tersebut sejumlah 60% 

UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman (food & beverage). 

Namun baru sekitar 40% UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. 

Industri makanan dan minuman (food & beverage) Jawa Timur yang 

sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI sebanyak 2.039 sertifikat dan 

yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) sejumlah 184 (Tarhani & Pujianto, 2022). 

 Meskipun sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi 

UMKM, namun realitasnya masih banyak produk UMKM yang belum 

melakukan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikat halal justru 

dapat menambah nilai tambah suatu produk. Faktor-faktor yang 

menyebabkan para pelaku UMKM belum mempunyai sertifikat halal 

seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang peran pelaku usaha 

makanan dalam proses produksi produk halal dan Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2020). Selain itu rendahnya 

kesadaran masyarakat muslim mengenai pentingnya pemahaman akan 

kehalalan bahan baku pembuatan produk serta metode pengolahannya, 
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menimbulkan banyak pihak yang dengan sadar melakukan pencampuran 

antara bahan yang halal dengan bahan yang haram. Di Indonesia, masih 

banyak masyarakat yang membeli makanan dari toko atau warung makan 

yang tidak memiliki label halal. Karena kondisi inilah yang menyebabkan 

para pelaku usaha enggan melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. 

 Walaupun pemerintah telah memfasilitasi para pelaku UMKM 

melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan cara self 

declare, namun antusiasme masyarakat tidak begitu besar. Terdapat gap 

yang memisahkan antara inisiatif pemerintah dengan yang dirasakan 

pelaku UMKM sehingga memaksa pemerintah melakukan sistem jemput 

bola. Menurut Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), pemilik 

usaha yang belum memiliki sertifikasi halal menghadapi keadaan sulit 

akibat desakan untuk segera mendapatkan sertifikasi (KNEKS, 2021). 

Alasan tersebut didasari karena rendahnya kesadaran konsumen akan 

adanya label halal pada produk membuat para pelaku UMKM tidak 

merasa sertifikasi halal itu penting. Para pelaku UMKM beranggapan 

adanya sertifikasi halal pada produk belum tentu menjamin bahwa produk 

mereka akan lebih laku serta belum tentu juga hasil penjualan dapat 

menutupi biaya sertifikasi halal. 

 Salah satu teori yang digunakan untuk mengukur tingkat minat 

adalah Theory of Planned Behavior yang dicetuskanxoleh Icek Ajzen pada 

tahun 1991. Teori ini digunakan untuk menerangkan motif tindakan 

individu yang mempengaruhi intensi yang dipilihnya. Dalam pengukuran 
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minat, digunakan tiga variabel yakni sikap terhadapxperilaku,xnorma 

subjektif, danxpersepsi kontrol perilaku. Menurut theory of planned 

behavior milik Ajzen dan Fishbein, ketiga variabel ini adalah faktor 

penentu minat. Sikap individu terhadap perilaku didefinisikan sebagai 

jumlah perasaan positif atau negatif terhadap objek yang biasanya 

diwujudkan dalam perilaku. Persepsi individu terhadap tekanan sosial 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu didefinisikan 

sebagai norma subjektif. Sementara itu, rangsangan atau hambatan yang 

dirasakan individu menyebabkan mereka bertindak dengan cara tertentu 

dimaksud sebagai persepsi kontrol perilaku. Dalam hal memengaruhi 

berbagai perilaku, minat adalah prediktor yang andal. Minat melakukan 

sertifikasi halal merupakan perilaku yang dikaji dalam penelitian ini. 

 Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan 

penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dengan 

mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM ketika 

hendak melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Berangkat dari 

permasalahan yang ada, peneliti akan  melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Analisis Planned Behavior Terhadap Minat 

Melakukan Sertifikasi Halal Pada UMKM Sektor Food & Beverage di 

Kabupaten Sidoarjo”. 

1.2.  Identifikasi dan Batasan Masalah 

a. Meskipun Indonesia negara mayoritas muslim namun Indonesia 

belum mampu menjadi produsen halal terbesar. 
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b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai literasi halal. 

c. Banyak faktor penghambat yang mempengaruhi minat UMKM 

melakukan sertifikasi halal. 

d. Terdapat gap antara inisiatif pemerintah dengan dampak yang 

dirasakan UMKM. 

e. Para pelaku UMKM merasakan tidak ada perbedaan signifikan 

setelah melakukan sertifikasi halal. 

f. Kondisi UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo 

masih sangat sedikit yang telah memiliki sertifikasi halal. 

g. Perlunya planned behavior untuk mengkaji pengaruh minat 

melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor 

food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

 Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari meluasnya 

penelitian dan penelitian bisa terarah. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan dua batasan masalah yaitu:  

a. Kondisi UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo 

masih sangat sedikit yang telah memiliki sertifikasi halal. 

b. Implementasi planned behavior dalam menjawab minat melakukan 

sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektorxfood & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana kondisi sertifikasi halal pada UMKMxsektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo? 
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1.3.2 Bagaimana implementasi planned behavior dalam menjawab minat 

melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor 

food & beverage di Kabupaten Sidoarjo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kondisi sertifikasi halal pada UMKMxsektor food 

& beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

b. Untuk mengetahui implementasi planned behavior dalam menjawab 

minat melakukan sertifikasi halal pada UMKMxsektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

  Dari hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti diharapkan 

mampu memberikan wawasanxterkait topik sertifikasi halal 

danxmenjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian inixdiharapkan dapat dijadikanxsebagai informasi 

dan motivasi bagi UMKM untuk melaksanakan sertifikasi halal. 

2) Bagi pemerintah, diharapkan temuan penelitian ini akan 

membantu pemerintah untuk dapat terus meningkatkan program 

sertifikasi halal gratis (SEHATI). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

a. Definisi Theory of Planned Behavior 

 Theory of Planned Behavior merupakan teori perilaku 

konsumen yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat 

terbentuk dari sikapxterhadap perilakux(attitude 

towardxbehavior), normaxsubjektif (subjective norm), dan 

persepsixkontrolxperilaku (perceivedxbehavioral control). 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan penyempurnaan 

dari teori yang telah ada yakni Theory of Reasoned Action 

(TRA) yang diteliti oleh Icek Ajzen, Ph.D bersama rekannya 

Martin Fishbein, Ph.D. Tujuan dari TPB yakni untuk 

memprediksi dan menafsirkan pengaruh motivasi pada perilaku 

yang tidak dapat dikendalikan oleh individu (Achmat, 2010). 

TPB berlandaskan pada anggapan bahwa manusia sebagai 

makhluk yang berpikir secara logis memanfaatkan informasi 

yang ada sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan atas 

tindakan yang akan diambil. TPB merupakan bentuk 
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pengembangan lebih lanjut dari TRA dengan memberikan 

variabel tambahan yakni perceived behavioral control (PBC). 

PBC ditentukan oleh dua faktor yaitu control beliefs 

(keyakinan seseorang untuk mengontrol) dan perceived power 

(persepsi tentang kemampuan seseorang untuk melakukan 

perilaku) (Achmat, 2010).  

b. Variabel Theory of Planned Behavior 

 Menurut Ajzen dalam (Achmat, 2010) Theory of Planned 

Behavior (TPB) terdiri atas tiga variabel determinan sehingga 

dapat memunculkan suatu intensi. Ketiga variabel determinan 

tersebut diantaranya: 

1) Sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) 

 Anteseden pertama dari intensi adalah sikap 

terhadap perilaku. Sikap seseorang adalah keyakinan bahwa 

mereka harus bertindak dengan cara tertentu atau tidak. 

Kepercayaan-kepercayaan atau beliefs ini disebut dengan 

behavioral beliefs. Ketika seorang individu menilai suatu 

perilaku secara positif, ia akan berniat untuk 

menunjukkannya. Kepercayaan individu tentang akibat dari 

suatu tindakan (behavioral beliefs) menentukan sikap, yang 

kemudian diukur terhadap temuan evaluasi konsekuensi 

(outcome evaluasi). Norma subjektif dan persepsi kontrol 
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perilaku dikaitkan dengan sikap, dianggap memiliki 

dampak langsung pada intensi. 

 Menurut Azwar secara struktur, sikap tersusun dari 

tiga komponen yakni: 

a) Komponen Kognitif 

 Persepsi, keyakinan, dan stereotipe yang dimiliki 

orang tentang sesuatu termasuk dalam komponen 

kognitif. Zuchdi menyatakan bahwa “persepsi dan 

keyakinan individu tentang objek sikap berwujud 

pandangan (opini) dan sering kali merupakan stereotipe 

atau sesuatu yang telah terancang dalam pikirannya” 

(Zuchdi, 1995). Komponen kognitif cenderung selalu 

berubah-ubah bahkan bisa muncul tanpa adanya 

kebenaran informasi akan sesuatu. 

b) Komponen Afektif 

 Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi 

yang berupa sikap positif atau negatif terhadap objek 

tertentu (Zuchdi, 1995). Emosi cenderung dipengaruhi 

oleh kepercayaan atas suatu objek yang dianggap baik 

atau tidak baik. 

c) Komponen Konatif 

 Menurut Zuchdi, “komponen konatif atau 

kecenderungan bertindak (berperilaku) dalam diri 
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seseorang berkaitan dengan objek sikap” (Zuchdi, 

1995). Kecenderungan untuk berperilaku dapat 

distimulus oleh kepercayaan dan perasaan sehingga 

membentuk perilaku yang dilakukan secara konsisten. 

 Adapun model matematika sikap terhadap perilaku 

yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen adalah sebagai 

berikut: 

 

𝐴𝐵  ∞ ∑ 𝑏𝑖  𝑒𝑖 

Sumber: (Ajzen, 2005) 

Keterangan: 

∞ = Proporsi 

A = Attitude Toward Behavior 

b = Belief 

e = Evaluasi 

i = Indeks 

2) Norma subjektif (subjective norm) 

 Norma subjektif dianggap sebagai hasil dari 

keyakinan yang secara khusus disetujui atau tidak disetujui 

oleh seseorang untuk menunjukkan suatu perilaku. Seorang 

individu akan berniat menampakkan suatu perilaku spesifik 

apabila orang lain memandang bahwa semestinya hal 

tersebut dilakukan. Keyakinan memengaruhi norma 
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subjektif persis halnya dengan sikap terhadap perilaku. 

Akan tetapi, norma subjektif didasarkan pada kepercayaan 

individu yang didapat dari sudut pandang orang lain 

mengenai objek sikap yang berkaitan dengan individu 

(normative belief), sedangkan sikap terhadap perilaku 

merupakan fungsi dari kepercayaan individu tentang 

perilaku yang perlu dilakukan (behavioral beliefs) 

(Ramdhani, 2011). 

 Model matematika yang dirumuskan oleh Fishbein 

dan Ajzen untuk mengukur norma subjektif adalah sebagai 

berikut: 

𝑆𝑁 ∞ ∑ 𝑛𝑖  𝑚𝑖 

Sumber: (Ajzen, 2005) 

Keterangan: 

∞ = Proporsi 

SN = Subjective Norm 

n = KeyakinanxNormatif 

m = Motivasix 

i = Indeksx 

3) Persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) 

 Persepsi kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana 

seseorang percaya mampu dalam mengendalikan tampil 

atau tidaknya suatu perilaku. Bahkan jika seseorang 
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memiliki sikap positif dan percaya bahwa orang lain yang 

penting bagi mereka akan menyetujuinya, orang cenderung 

tidak membentuk niat yang kukuh untuk melakukan 

perilaku tertentu jika mereka percaya bahwa mereka tidak 

mempunyai sumber daya atau peluang untuk 

menjalankannya. Perilaku dapat dipengaruhi oleh persepsi 

kontrol perilaku yang dialami baik secara langsung maupun 

melalui intensi. Ketika control beliefs dan actual 

behavioral control atas suatu perilaku diselaraskan, akan 

membentuk jalur langsung dari persepsi kontrol perilaku ke 

perilaku (intention). 

 Persepsi kontrol perilaku berbeda dengan locus of 

control atau pusat kendali milik Rotter. Keyakinan individu 

yang relatif stabil dalam segala keadaan berkaitan dengan 

pusat kendali. Adapun persepsi kontrol perilaku cenderung 

dinamis bergantung pada situasi dan jenis perilaku yang 

akan diambil (Ramdhani, 2011). Pusat kendali berkaitan 

dengan keyakinan individu pada kemampuannya untuk 

berhasil dalam segala hal, apakah tergantung pada 

upayanya sendiri atau aspek eksternal lainnya (Ramdhani, 

2011; Rotter, 1975). Apabila keyakinan dikaitkan dengan 

pencapaian tertentu dapat disebut sebagai persepsi kontrol 

perilaku. 
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 Konsep sejenis yang mirip dengan persepsi kontrol 

perilaku adalah self-efficacy yang dicetuskan oleh Bandura. 

Menurut Bandura menyatakan bahwa self-efficacy atau 

efikasi diri merupakan keyakinan seseorang bahwa mereka 

dapat mengontrol tingkat keberfungsian mereka sendiri dan 

hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. (Bandura, 1977; 

Ramdhani, 2011). Penelitian Bandura tentang self-efficacy 

mengimbuhkan urgensi kontrol individu atas sumber daya 

yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu, yang 

memengaruhi konsep Ajzen tentang persepsi kontrol 

perilaku (Ramdhani, 2011).  

 Adapun model matematika yang dirumuskan oleh 

Fishbein dan Ajzen untuk mengukur persepsi kontrol 

perilaku adalah sebagai berikut: 

𝑃𝐵𝐶 ∞ ∑ 𝑐𝑖  𝑝𝑖 

Sumber: (Ajzen, 2005) 

Keterangan: 

∞ = Proporsi 

PBC = Perceived Behavior Control 

c = FaktorxKontrol 

p = KekuatanxPengaruhxFaktorxKontrol 

i = Indeksx 
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 Hubungan antar variabel TPB tampak seperti gambar 

berikut (Ajzen, 1991): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Perilaku Konsumen Muslim 

 Variabel-variabel pada Theory of Planned Behavior erat 

kaitannya untuk mengkaji dan memahami perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen, menurut Engel, Blackwell, dan Miniard 

adalah “tindakan langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, 

dan membelanjakan barang dan jasa, serta proses keputusan 

yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut” (Solihin & 

Azwar, 2019). Pada dasarnya perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu faktor yang berasal dari dalam 

diri konsumen (faktor internal) dan faktor yang dipengaruhi 

oleh lingkungan luar (faktor eksternal) (Sinulingga & Sihotang, 

2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Ajzen, 1985) yang 

Attitude Toward 
the Behavior 

Subjective     
Norm 

Perceived 
Behavioral 

Control 

Intention Behavior 

Behavioral 
Beliefs 

Normative 
Beliefs 

Control 
Beliefs 

Actual 

Behavioral 

Control 

       Gambar 2. 1 Theory of Planned Behavior 

Sumber: (Ajzen, 1991) 
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menunjukkan bahwa TPB merupakan teori yang sangat baik 

memprediksi dan mendeskripsikan minat seseorang. 

 Perilaku konsumen dalam Islam berbeda dari teori 

konvensional karena didasarkan pada nilai-nilai fundamental 

yang menjadi landasan teori, mulai dari motivasi dan tujuan 

konsumsi hingga metode pilihan dan alokasi anggaran untuk 

konsumsi. Konsumen muslim akan membelanjakan uangnya 

untuk hal-hal duniawi dan ukhrawi (Wigati, 2011). Menurut 

Ali Sakti dalam (Wigati, 2011) terdapat empat prinsip 

konsumsi dalam pandangan  islam, yaitu: 1) hidup hemat dan 

tidak berfoya-foya; 2) menunaikan zakat, infaq, dan sedekah; 

3) tidak melakukan riba; dan 4) menjalankan bisnis halal, mulai 

dari memproduksi barang hingga mendistribusikannya ke 

pelanggan. 

 Konsumen muslim selalu mencermati kandungan 

keberkahan dari setiap barang untuk menentukan apakah akan 

mendatangkan keberkahan atau tidak. Dengan kata lain, jika 

suatu produk atau layanan tidak memiliki keberkahan, 

pelanggan akan menjadi tidak tertarik untuk menggunakannya. 

Konsumen merasakan maslahah dan menyenanginya dan masih 

bersedia melakukan suatu kegiatan walaupun nilai guna 

kegiatan tersebut untuk dirinya telah habis (P3EI Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, 2019). Hal tersebut membuktikan 
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bahwa bagi konsumen muslim peran keimanan menjadi hal 

penting karena keimanan mampu memberikan petunjuk bagi 

seseorang dalam memandang dunia dan mempengaruhi 

kepribadian seseorang baik dari gaya hidup maupun cara 

bersikap. 

 Berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak 

memiliki aturan yang mengatur terkait perilaku konsumen, 

dalam ekonomi Islam perilaku konsumen telah diatur dalam 

Al-Qur’an dan Hadits. Dalam ekonomi islam, kepuasan 

konsumen diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip agama 

dalam kesehariannya. Keimanan menjadi filter moral dalam 

menggunakan harta dan memanfaatkan sumber daya untuk hal-

hal berkah dan bermanfaat. Dalam hal ini keimanan 

menentukan perilaku konsumen muslim dalam kegiatan 

konsumsinya. Salah satu konsep penting perilaku konsumen 

muslim yakni mengenai konsep kehalalan. Dalil Al-Qur’an dan 

Hadits yang mengatur tentang kehalalan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1) Ayat Al-Qur’an mengenai perilaku konsumen 

ُ لكَُمْ وَلََ 
ٰ
مُوْا طيَِّبٰتِ مَآٰ احََلَّ اٰللّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تحَُرِّ

َ لََ يحُِبُّ الْمُعْتدَِيْنَ 
ٰ
 (87: 5) الماۤئدة/ ٨٧تعَْتدَُوْا ۗانَِّ اٰللّ

Artinya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah 
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halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.” (Al-Ma'idah/5:87) (Kemenag, 2019) 

 

2) Hadits mengenai perilaku konsumen 

 ع يي  عن أبي  ررييرة ي ي  اللّ عني  عين النبي   ي ل اللّ

وسييي م :ييياَّ: َنَِّ اللَّ طيَِّيييبب لََ يلََّْبيَييلُ َلََِّ طيَِّبيَيياَ وََنَِّ اللَّ أمََيييرَ 

سُلُ كُ يُوا  الْمُؤْمِنيِنَ بمَِا أمََرَ بِِ  الْمُرْسَ يِنََ فلََّاَََّ: }ياَ أيَُّهَا الرُّ

مِييينَ الَِّّيِّبيَيياعِ وَاعْمَ يُييوا َ يييالحَِاَ َعِِّييي  بمَِيييا تعَْمَ يُييونَ عَ يِيييمب  

[ وَ:يَياََّ: }ييَيا أيَُّهَييا الَّييذِينَ كمَنيُيوا كُ يُيوا مِيينْ 51ؤمنييون: ]الم

ُ ييلَ يُِِّيييلُ 172طيَِّبيَياعِ مَييا يَنَْ:نيَياكُمْ  ]البلَّييرة:  [ ثيُيمَّ كَكَييرَ الرَّ

 َ َ ييَا يَ ِّ يمَاِ،َ ييَا يَ ِّ السَّفرََ أشَْعَثَ أغَْبرَََ يمَُدُّ يدََيِْ  َلِيَل السَّ

َ وَمَبْييرَبُ  َ وَغُييذِ َ وَمَِّْعَمُيي ُ حَييرَاوب َ وَمَْ بسَُيي ُ حَييرَاوب   ُ حَييرَاوب

                                   ؟  باِلْحَرَاوَ فأَعََّل يسُْتجََاُ  لذَِلكَِ 

    

Artinya: 

 “Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu dari Nabi 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, 

“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali 

perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa 

yang Dia perintahkan kepada para rasul, Allah berfirman, 

"Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan 

kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya Aku Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mu`minūn: 51). 

Dan Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, 

makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami 

berikan kepadamu.” (Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau 

menyebutkan tentang seorang laki-laki yang mengadakan 
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perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu, dia 

menengadahkan kedua tangannya ke langit (sembari 

berkata), "Ya Rabb, ya Rabb," sedangkan makanannya 

haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia 

dikenyangkan dengan yang haram, lalu bagaimana bisa 

doanya dikabulkan?.” (HR. Muslim No. 1015) (Al-Bugha, 

2007) 

 

 Dalam Islam perilaku konsumen diatur sedemikan rupa 

baik berupa perintah untuk mengkonsumsi makanan halal 

hingga seruan untuk beramal shaleh dan tidak melampaui 

batas. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemui kaum 

muslimin yang bahkan tidak mengindahkan perintah-perintah 

Allah Swt. bahkan dengan terang-terangan tanpa rasa 

penyesalan justru melakukan hal yang diharamkan oleh Allah 

Swt. 

2.1.2 Sertifikasi Halal 

 Menurut Lada, dkk menyatakan bahwa sertifikasi halal 

merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim 

untuk memilih produk yang bermanfaat baginya dan sesuai dengan 

aturan agama (Aditya, 2022). Dengan adanya sertifikat halal pada 

produk memberikan jaminan kepastian halal kepada konsumen 

muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk tidak halal. 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(JPH) Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa “sertifikat halal adalah 

pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI” 
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(Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal, 2014). Sertifikasi halal menjadi syarat 

mendapatkan persetujuan dari pemerintah agar dapat mengenakan 

logo halal pada produk. 

 Pencantuman label halal pada makanan bermula pada tahun 

1985 dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri 

Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 

42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang 

Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan (Sup et al., 

2020). Pasca diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal (JPH) terdapat pergantian pada kelembagaan 

dan penyelenggara sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi 

halal BPJPH menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Kementerian Agama, dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH dan Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH) bekerjasama untuk untuk memeriksa produk. 

Sementara itu, dalam Sidang Fatwa Halal, BPJPH dan MUI 

berkolaborasi untuk menetapkan Keputusan Penetapan Halal 

Produk (Suparto et al., 2016). 

 Adapun alur untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. 2 Alur Proses Sertifikasi Halal 

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

 Pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara 

online melalui ptsp.halal.go.id dengan menyertakan dokumen 

pelengkap, seperti: a) data pelaku usaha; b) nama dan jenis produk; 

c) daftar produk dan bahan yang digunakan; d) pengolahan produk; 

e) dokumen sistem jaminan produk halal. Selama dua hari masa 

kerja BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan 

menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH akan 

melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selama 15 

hari masa kerja. Setelah melalui pemeriksaan dan pengujian LPH, 

MUI kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa 

halal dalam 3 hari kerja. Lalu, BPJPH dalam satu hari kerja akan 

menerbitkan sertifikat halal. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Dari sejumlah penelitian sebelumnya, sudah banyak penelitian 

yang berkaitan tentang sertifikasi halal. Namun, penelitian yang 
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membahas mengenai minat melakukan sertifikasi halal masih sedikit. 

Adapun penelitian tersebut diuraikan sebagaimana dalam sub-poin berikut: 

a. Penelitian yang ditulis oleh Galuh Putri Widya Tarhani dan Wahyu 

Eko Pujianto. S.E., M.M dengan judul “Pengaruh Sertifikat Halal Dan 

Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi pada UMKM Sruni 

Fornia Gedangan)” menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan yang 

peneliti lakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 

yaitu konsumen UMKM di salah satu daerah di Sidoarjo. Selain itu 

perbedaan juga terletak pada variabel yang digunakan yakni harga dan 

minat beli konsumen. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Tessa Mariana, Dwi Suhartanto, dan 

Arie Indra Gunawan pada tahun 2020 yang berjudul “Prediksi Minat 

Beli Makanan Cepat Saji Halal: Aplikasi Theory of Planned Behavior” 

ditemui perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan 

yaitu kuantitatif. Selain itu variabel yang diteliti adalah minat beli 

makanan cepat saji. 

c. Penelitian yang ditulis oleh Anggit Listyoningrum dan Albari yang 

berjudul “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk 

yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya” menunjukkan perbedaan 

pada metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan 

regresi berganda. Selain itu variabel yang diteliti adalah minat beli 
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konsumen muslim dan produk yang tidak diperpanjang sertifikat 

halalnya. 

d. Penelitian yang ditulis oleh Indah Wahyuningsih pada 2018 yang 

berjudul “Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik dan Produk Skincare 

Halal di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior” 

menunjukkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang 

diteliti yaitu intensi pembelian dan kosmetik dan skincare halal di 

Indonesia. Selain itu metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dan eksplanatif menggunakan regresi linear berganda. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Komala Sari yang berjudul 

“Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi” menunjukkan 

perbedaan penelitian ini yang berfokus mengkaji peluang dan 

tantangan sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan 

Theory of Planned Behavior untuk memahami perilaku konsumen. 

f. Penelitian yang ditulis oleh Nur Hikmah Purba dengan judul “Persepsi 

Halal Terhadap Minat Masyarakat Mengurus Sertifikasi Halal (Studi 

Kasus Masyarakat Kota Banda Aceh)” memiliki perbedaan pada 

variabel penelitian yang digunakan yaitu persepsi halal dan objek serta 

lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza dan Yuhdi Fahrimal 

dengan judul “Proses Komunikasi Pelaku Usaha Kuliner dalam 
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Memperoleh Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh” menunjukkan 

perbedaan dalam penelitian ini pada penggunaan desain penelitian 

survei eksplanatif dengan metode campuran antara kuantitatif dan 

kualitatif. Disamping itu variabel yang diteliti ialah proses komunikasi 

yang mengambil lokasi di Kota Banda Aceh. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram kerangka konseptual di atas menjelaskan tentang implementasi 

theory of planned behavior (TPB) untuk mengkaji sertifikasi halal pada UMKM 

sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat tiga indikator yang 

digunakan yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol 

Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual 

Theory of Planned Behavior 

Sikap Terhadap 

Perilaku 

‒ Koginitif 

‒ Afektif 

‒ Konatif 

 

Norma Subjektif 

‒ Normative 

beliefs 

‒ Motivation to 

comply 

Persepsi Kontrol 

Perilaku 

‒ Control belief 

‒ Perceived 

power 

Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor 

Food & Beverage di Kabupaten 

Sidoarjo 

Kondisi Sertifikasi 

Halal  

Minat Melakukan 

Sertifikasi Halal 

Analisis Analisis 

 

Tidak 

Minat 

Minat 
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perilaku yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sertifikasi halal dan minat 

melakukan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini TPB berfungsi untuk mengetahui 

apakah UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo berminat 

melakukan sertifikasi halal atau tidak berminat melakukan sertifikasi halal dan 

selanjutnya dilakukan analisis yang menjadi penyebab dan alasan para pelaku 

UMKM melakukan perilaku tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara 

pengumpulan berbagai data yang dapat digunakan dalam laporan, dengan 

jelas menyatakan tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi gejala yang 

perlu ditangani, dan mengumpulkan informasi yang relevan (Jayusman et 

al., 2020). Adapun pendekatan kualitatif menurut Denzin & Lincoln dalam 

(Anggito & Setiawan, 2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode yang ada dan 

menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui gambaran kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo 

dan minat melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI)  pada para pelaku 

UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut 

dilakukan. Di mana ditempat tersebut peneliti dapat memperoleh informasi 

dan data yang diperlukan dalam penelitian. Amirullah mengemukakan 

bahwa “dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan mampu 

menemukan hal-hal yang bermakna dan baru” (Amirullah, 2015). 
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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada para 

pelaku UMKM sektor food & beverage. Pemilihan Kabupaten Sidoarjo 

sebagai lokasi penelitian berdasarkan branding Kabupaten Sidoarjo yang 

identik sebagai Kota UMKM dan telah mendapat pengakuan resmi sebagai 

Kota UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Gelar yang diperoleh 

Kabupaten Sidoarjo tersebut disebabkan berdasarkan laporan diketahui 

terdapat sebanyak 16.000 usaha besar, 154.891 usaha mikro, dan 154 

usaha kecil menengah (Karinayah, 2018). Keberhasilan Kabupaten 

Sidoarjo dalam membina koperasi dan UMKM membawa Kabupaten 

Sidoarjo dicanangkan sebagai Kota UMKM Indonesia. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data Primer 

 Menurut pendapat Sarwono, data primer merupakan “data yang 

hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama” (Sarwono, 2006). 

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari 

wawancara dan observasi pada para pelaku UMKM sektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo mengenai minat dalam melakukan 

sertifikasi halal.  Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada 18 

pelaku UMKM yang mewakili setiap kecamatan untuk menggali 

informasi mengenai minat dalam melakukan sertifikasi halal. Selain 

itu, dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa data 

UMKM dari Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Sidoarjo serta 
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informasi terkait sertifikasi halal dari Kementerian Agama Kabupaten 

Sidoarjo, sebagai berikut: 

1) Data jumlah UMKM sektor food & beverage di Kabupaten 

Sidoarjo. 

2) Data UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo yang 

telah melakukan sertifikasi halal. 

3) Data UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo yang 

belum melakukan sertifikasi halal. 

4) Informasi kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

 Menurut definisi Sarwono, data sekunder adalah “data yang sudah 

tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, 

melihat atau mendengarkan” (Sarwono, 2006). Data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. 

Contoh data sekunder seperti dokumen, surat-surat, hasil rekaman, 

foto, dan lain-lain. Adapun sumber sekunder diperoleh peneliti melalui 

perpustakaan maupun hasil pencarian di internet. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang UMKM, 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri, buku, 

jurnal, artikel yang berkaitan dengan UMKM dan sertifikasi halal. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa cara, 

diantaranya: 

3.4.1 Wawancara 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana informan 

ditanyai langsung oleh pewawancara dan tanggapan informan dicatat 

atau direkam. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai para 

pelaku UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi minat melakukan sertifikasi halal pada 

UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo.  

 Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono  

dalam (Masrukhin, 2014) mengemukakan bahwa “wawancara 

terstruktur adalah wawancara dimana peneliti telah menyediakan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah disiapkan”. Dengan wawancara 

terstruktur peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap 

responden dan peneliti mencatatnya. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

lengkap dan terperinci terkait minat melakukan sertifikasi halal pada 

UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo.  
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 Untuk menentukan sample, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa purposive sampling 

adalah “suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang 

ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 

2010). Purposive sampling dilakukan dengan mengambil UMKM 

sektor food & beverage yang belum memiliki sertifikasi halal pada 

produknya yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Pemilik usaha dengan rentang usia 20-60 tahun dan beragama 

Islam. 

b. Belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. 

c. Belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal dari 

pihak manapun. 

d. Usaha tergolong dalam kategori mikro dan kecil yang sudah 

berjalan minimal 1 tahun. 

e. Produk tidak tergolong berisiko atau menggunakan bahan 

berbahaya. 

 Wawancara dilakukan kepada 18 pelaku UMKM yang mewakili 

setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan nama-nama sebagai 

berikut: Endah; Ermi; Roni; Rani & Lina; Siska; Ari; Rina; Adelia; 

Widi; Kiki; Yuli; Ahmad Muzamil; Kristin; Faruk; Rahmat; Alfia; 

Zulkifli; dan Ummu Atiah. 
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3.4.2 Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data yang meliputi 

pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan pencatatan 

peristiwa dan perilaku yang terjadi secara alami, otentik, non buatan, 

dan spontan di lapangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

untuk mengumpulkan data yang terperinci dan akurat. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengambilan data 

melalui pengamatan langsung terhadap segala bentuk aktivitas terkait 

masalah dan tujuan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara 

langsung ke lapangan dengan mengunjungi para pelaku UMKM sektor 

food & beverage di Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan informasi 

akurat mengenai kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo dan pengaruh planned behavior 

terhadap minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor food & 

beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

3.4.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan atau dokumen yang tersimpan sebelumnya (Sugiyono, 

2010). Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan berupa 

laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo terkait data 

UMKM sektor food & beverage, buku, jurnal, artikel, dan hasil 

penelitian lain dari berbagai sumber di internet. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 Setelah memperoleh semua data yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah yang diteliti, analisis data merupakan salah satu 

proses penelitian yang dilakukan (Muhson, 2006). Triangulasi merupakan 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kajian 

fenomena sosial, triangulasi merupakan gabungan dari berbagai sumber 

data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologi. Agusta menyatakan 

bahwa “triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki kelebihan dan 

kelemahannya sendiri” (Agusta, 2003).  

 

 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber merupakan 

“teknik pengumpulan data dari berbagai sumber informan yang akan 

diambil datanya” (Alfansyur & Mariyani, 2020). Data hasil wawancara 

dari beberapa sumber atau informan dipastikan keabsahannya terlebih 

dahulu untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis empiris untuk 

membahas data hasil penelitian hingga akhirnya dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan penelitian seperti tertera dalam Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Jawa Timur yang menjadi salah satu penyangga Kota 

Surabaya. Kabupaten Sidoarjo sebelumnya menjadi satu kesatuan 

dengan Kabupaten Surabaya sebelum dikeluarkannya Keputusan 

Pemerintah Hindia Belanda No. 09 Tahun 1859 pada 31 Januari 

1859 Staatsblad No. 06 yang menyatakan pemisahaan wilayah 

menjadi Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Lalu, pada 

28 Mei 1859 Kabupaten Sidokare berganti nama menjadi 

Kabupaten Sidoarjo karena dianggap memiliki konotasi kurang 

baik. 

 Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten terkecil dan paling 

padat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 714,27 

Km
2
. Secara geografis Kabupaten Sidoarjo terletak diantara 112,5

0
 

BT – 112,9
0
 BT dan 7,3

0 
LS – 7,5

0
 LS yang berbatasan dengan: 

Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik 

Selatan : Kabupaten Pasuruan 

Barat : Kabupaten Mojokerto 
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Timur : Selat Madura 

 Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Kota 

Surabaya mengalami perkembangan signifikan diberbagai lini 

bisnis. Berbagai potensi kawasan yang dimiliki Kabupaten 

Sidoarjo dapat dikembangkan dengan baik dan terarah seperti pada 

sektor industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan 

menengah. 

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan 

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1. Tarik 36,06 
69.189 

2. Prambon 34,23 
79.952 

3. Krembung 29,55 
69.887 

4. Porong 29,82 
73.446 

5. Jabon 81,00 
56.266 

6. Tanggulangin 32,29 
89.804 

7. Candi 40,67 
153.423 

8. Tulangan 31,21 
102.339 

9. Wonoayu 33,92 
85.586 

10. Sukodono 32,68 
121.859 

11. Sidoarjo 62,56 
201.115 

12. Buduran 41,03 
98.710 

13. Sedati 79,43 
96.636 
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14. Waru 30,32 
200.754 

15. Gedangan 24,06 
120.003 

16. Taman 31,54 
207.815 

17. Krian 32,50 
130.930 

18. Balongbendo 31,40 
76.050 

Total 714,27 
2.033.764 

   Sumber: bps.go.id 

 Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 

mencapai 2.033.764 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 1.022.408 jiwa dan penduduk berjenis 

kelamin perempuan sejumlah 1.011.356 jiwa. 

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha 

mikro di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 18 orang. Yang mana 

menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) Pasal 35 - 36 usaha 

mikro merupakan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp 2 miliar. Adapun UMKM yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini yaitu 18 UMKM sektor food & beverage yang 

mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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Purposive sampling dilakukan dengan mengambil UMKM sektor 

food & beverage di Kabupaten Sidoarjo dengan kriteria berikut: 

f. Pemilik usaha dengan rentang usia 20-60 tahun dan beragama 

Islam. 

g. Belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. 

h. Belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal dari 

pihak manapun. 

i. Usaha tergolong dalam kategori mikro dan kecil yang sudah 

berjalan minimal 1 tahun. 

j. Produk tidak tergolong berisiko atau menggunakan bahan 

berbahaya. 

 Dari 18 kecamatan, selanjutnya secara acak dipilih 1 

UMKM yang mewakili setiap kecamatan yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Daftar Informan Penelitian 

No

. 

Nama Nama 

Usaha 

(Brand) 

Lama 

Usaha 

(Tahun) 

Omset Per 

Bulan 

Lokasi 

Usaha 

1. 
Endah Depot 

Sukma 

Barokah 

2 Rp 

7.800.000 

Kec. 

Balongbend

o 

2. 
Ermi Warung 

Semar 

Mesem 

3 Rp 

13.000.000 

Kec. Krian 

3. 
Roni Mie 

Ayam 

Solo 

6 Rp 

13.000.000 

Kec. 

Taman 

4. 
Rani & 

Lina 

RM 

Padang 

1 Rp 

78.000.000 

Kec. Sedati 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

39 
 

 

No

. 

Nama Nama 

Usaha 

(Brand) 

Lama 

Usaha 

(Tahun) 

Omset Per 

Bulan 

Lokasi 

Usaha 

Simpang 

Raya 

Juanda 

5. 
Siska  Soto 

Ayam 

Lamonga

n Nyell 

1 Rp 

52.000.000 

Kec. Waru 

6. 
Ari  Master 

Lumpia 

22 

2 Rp 

15.600.000 

Kec. 

Gedangan 

7. 
Rina  RM 

Kapau 

Masakan 

Padang 

37 Rp 

52.000.000 

Kec. 

Buduran 

8. 
Adelia  Warung 

Adelia 

11 Rp 

13.000.000 

Kec. 

Sukodono 

9. 
Widi  Es Teh 

Rico & 

Pentol 

Roxy 

9 Rp 

26.000.000 

Kec. 

Sidoarjo 

10. 
Kiki  Es Cincau 

Geboy 

12 Rp 

15.000.000 

Kec. 

Wonoayu 

11. 
Yuli  Pentol 

Demit 

1 Rp 

13.000.000 

Kec. Candi 

12. 
Ahmad 

Muzami

l  

Es Juice 

& Sop 

Buah 

Ringgit 

10 Rp 

18.200.000 

Kec. 

Tulangan 

13. 
Kristin  Sop Buah 

Jumbo 

4 Rp 

18.200.000 

Kec. Jabon 

14. 
Faruk  Tahu 

Walik 

Cak Faruk 

4 Rp 

52.000.000 

Kec. 

Tanggulang

in 

15. 
Rahmat  Nasi 

Krawu 

Ibu Tisha 

3 Rp 

13.000.000 

Kec. 

Porong 

16. 
Alfia  Semanggi 

Suroboyo 

11 Rp 

13.000.000 

Kec. 

Prambon 
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No

. 

Nama Nama 

Usaha 

(Brand) 

Lama 

Usaha 

(Tahun) 

Omset Per 

Bulan 

Lokasi 

Usaha 

17. 
Zulkifli  Raja 

Pisang 

Keju 

Arjuna 

3 Rp 

18.200.000 

Kec. 

Krembung 

18. 
Ummu 

Atiah  

Warung 

Delta 

5 Rp 

26.000.000 

Kec. Tarik 

 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 informan yang 

mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo diperoleh 

gambaran karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin, lama 

usaha, dan omset penjualan bulanan, sebagai berikut: 

a. Informan berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 7 
39% 

2. Perempuan 11 
61% 

Jumlah 18 
100% 

Sumber: Data diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 

18 orang informan, persentase informan berjenis kelamin 

perempuan lebih besar daripada informan berjenis kelamin 

laki-laki. Jumlah informan perempuan sebesar 61% dan 

informan laki-laki sejumlah 39%. Hal ini dikarenakan UMKM 

sektor food & beverage merupakan jenis usaha yang 

membutuhkan kemampuan memasak dimana kemampuan 
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tersebut lebih banyak dimiliki oleh perempuan daripada laki-

laki. Selain itu, pada umumnya perempuan yang menjadi 

pelaku usaha makanan dan minuman bekerja untuk membantu 

pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

b. Informan berdasarkan lama usaha 

Tabel 4. 4 Distribusi Informan Berdasarkan Lama Usaha 

No Lama Usaha Jumlah Persentase 

1. <2 Tahun 3 
17% 

2. 2-5 Tahun 8 
44% 

3. >5 Tahun 7 
39% 

Jumlah 18 
100% 

Sumber: Data diolah 

 Menurut Tabel 4.2 dapat diketahui dari 18 informan 

sebanyak 17% usaha yang berjalan kurang dari 2 tahun, 44% 

usaha telah berjalan sekitar 2-5 tahun, dan 39% usaha sudah 

berjalan lebih dari 5 tahun. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Kondisi Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor Food & Beverage di 

Kabupaten Sidoarjo 

 Saat ini semua produk dan jasa yang digunakan umat Islam 

harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan 

jaminan keamanan dan kehalalan suatu produk bahwa produk 
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tersebut telah memenuhi standarisasi sesuai dengan syariat. 

Sertifikasi halal menjadi salah satu standarisasi nasional yang 

bertujuan memberikan perlindungan, keamanan, dan jaminan 

kesehatan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 

masyarakat. Disamping itu dapat juga digunakan untuk 

meningkatkan daya saing usaha untuk memasuki pasar global dan 

memenuhi kebutuhan konsumen akan produk halal. Selain berguna 

bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi 

pelaku usaha khususnya sektor food & beverage yang ingin 

mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia bahkan 

mancanegara. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah 

dengan pertumbuhan UMKM yang pesat setiap tahunnya. Namun, 

dibalik fakta tersebut masih banyak ditemui UMKM yang belum 

melakukan sertifikasi halal. 

a. Kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo 

 Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan dan 

kehalalan suatu produk bahwa produk tersebut telah memenuhi 

standarisasi sesuai dengan syariat. Sertifikasi halal kini menjadi 

suatu kewajiban yang harus dimiliki pelaku UMKM di seluruh 

Indonesia mengingat pemerintah menargetkan 1 juta sertifikasi 

halal pada 2024 mendatang. Sertifikasi halal di setiap 

kabupaten/kota bisa saja berbeda-beda karena kondisi yang 

dihadapi setiap daerah berbeda-beda. Setiap kabupaten/kota 
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memiliki upaya-upaya tersendiri dalam mendobrak peningkatan 

sertfikasi halal di daerah masing-masing. Tak terkecuali 

Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu daerah dengan 

pertumbuhan UMKM yang pesat setiap tahunnya. 

Perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo tidak 

jauh dari campur tangan pemerintah daerah yang terus 

mendorong adanya peningkatan. Salah satu upaya yang 

dilakukan Kabupaten Sidoarjo untuk mendorong sertifikasi 

halal adalah melalui pemberian sosialisasi kepada pelaku-

pelaku usaha. Mochamad Mahfud selaku Analis Kebijakan 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro mengatakan: 

“... Soal sosialisasi Dinas Koperasi dan MUI memang ada 

teknis-teknis sendiri. Kita tidak bisa lepas. Yang kebetulan 

di Sidoarjo belum ada teamwork turun bareng. Jadi 

sosialisasi yang turun bareng ke masyarakat antara Dinkop, 

Kemenag, dan MUI untuk sertifikasi halal itu belum ada. 

Masih terbatas di masing-masing OPD...” (Wawancara 

dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023) 

 

 Dalam hal ini Dinas Koperasi, Kementerian Agama, dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki teknis-teknis sendiri 

terkait sosialisasi sertifikasi halal. Namun, untuk Kabupaten 

Sidoarjo hingga kini belum ada kolaborasi bersama untuk 

terjun langsung ke masyarakat. Sosialisasi sertifikasi halal saat 

ini masih terbatas pada masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Adapun Kemenag sebagai regulator sertifikasi 
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halal juga memiliki teknis tersendiri seperti yang diuraikan oleh 

Ely Umiyah, sebagai berikut: 

“Sosialisasi dari Kemenag ada. Jadi, Kemenag memiliki 

Satgas Halal (Satuan Tugas Halal) jadi sebelum 

pendamping ada Satgas dulu. Satgas ini menyuruh 

pendamping-pendamping, pendamping ini biasanya dari 

penyuluh kalo Kemenag ini...” (Wawancara dengan Ely 

Umiyah, 09 Mei 2023) 

 

 Kemenag Kabupaten Sidoarjo dalam pemberian sosialisasi 

sertifikasi halal melalui Satgas Halal (Satuan Tugas Halal). 

Satgas Halal berperan penting dalam upaya percepatan 

pelaksanaan sertifikasi halal di daerah, khususnya bagi pelaku 

usaha mikro kecil (UMK). Saat ini fungsi Satgas Halal masih 

terbatas pada layanan administrasi sertifikasi halal. Sementara 

Dinas Koperasi sebagai pemilik audiens, Mochamad Mahfud 

mengatakan bahwa: 

“Sosialisasi kita ya mengedukasi UMKM di lingkup 

kabupaten. Yang jelas kita menyampaikan informasi karena 

pertama, edukasi itu hal teknis ya tentu kita terikat suatu 

anggaran. Nah anggaran untuk mengedukasi itu kan ndak 

ada. Jadi yang jelas kita bagian dari pemerintah 

menginformasikan dan mengkoordinasikan...” (Wawancara 

dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023) 

 

 Berbeda dengan Kemenag Kabupaten Sidoarjo dimana 

berposisi sebagai regulator yang memiliki Satgas Halal sebagai 

tim yang membantu melakukan sosialisasi sertifikasi halal 

kepada masyarakat. Justru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo dimana sebagai pihak pemilik audiens, 

sosialisasi yang dilakukan berupa penyampaian informasi 
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terkait sertifikasi halal khususnya kepada UMKM binaan dan 

kelompok-kelompok usaha yang ada disetiap kecamatan. 

Berdasarkan wawancara dengan informan Mochamad Mahfud 

selaku perwakilan dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, 

karena tidak adanya anggaran untuk memberikan edukasi 

seputar sertifikasi halal, maka sosialisasi dilaksanakan 

menyesuaikan dengan kapasitas Dinas Koperasi dengan 

melakukan dan mendatangi kelompok-kelompok pengusaha 

untuk sekadar mengingatkan yang tidak jauh dari unsur 

edukasi. Terkait sosialisasi, Dinas Koperasi dan Kemenag 

sudah menjalankan sesuai teknis dari OPD masing-masing. 

Selain melakukan sosialisasi, Dinas Koperasi dan Kemenag 

bahkan melakukan pendampingan untuk membantu para pelaku 

UMKM. Hal tersebut sebagaimana Mochamad Mahfud 

mengatakan: 

 “Kalo untuk pendampingan sertifikasi halal itu iya. Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo ini 

InsyaAllah nggak jauh berbeda karena nama OPD-nya jelas 

fokus di level mikro...” (Wawancara dengan Mochamad 

Mahfud, 04 Mei 2023) 

 

“... Sementara teman-teman yang bergabung dengan binaan 

kita belum menyeluruh. Soalnya program SEHATI masih 

berjalan...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 

Mei 2023) 

 

 Dalam melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM, 

Dinas Koperasi hanya berfokus kepada usaha mikro yang mana 

menyesuaikan dengan kewenangan. Namun, saat ini UMKM 
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yang bergabung dengan Dinas Koperasi belum menyeluruh dan 

masih akan terus digencarkan mengingat program SEHATI 

juga sedang berjalan. Hal yang sama juga terjadi di Kemenag 

yang juga melakukan pendampingan bagi UMKM. Ely Umiyah 

menuturkan: 

 “... Kemenag tidak memfasilitasi cuma mendampingi atau 

memberikan arahan bagaimana cara pendaftarannya.” 

(Wawancara dengan Ely Umiyah, 09 Mei 2023) 

 

 Terkait hal ini, Kemenag hanya membantu dalam 

melakukan pendampingan bagi UMKM yang melakukan 

sertifikasi halal. Namun, untuk fasilitas hal tersebut dilakukan 

BPJPH selaku regulator dan yang memiliki kewenangan dalam 

menerbitkan sertifikasi halal. Adapun pendaftaran sertifikasi 

halal saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai 

yang dikatakan Ely Umiyah, sebagai berikut: 

“Sekarang kan pendaftarannya online, ya di aplikasi 

SIHALAL itu yang saya kasih brosurnya kemarin itu. Dan 

yang menerbitkan BPJPH. Kalo dulu kan MUI.” 

(Wawancara dengan Ely Umiyah, 09 Mei 2023) 

 

 Ely Umiyah menerangkan bahwa pendaftaran sertifikasi 

halal saat ini sudah bisa dilakukan lewat online baik melalui 

aplikasi maupun website. Selain itu, lembaga penerbit 

sertifikasi halal kini bukan lagi MUI melainkan BPJPH. 

Estimasi waktu yang dibutuhkan sejak pendaftaran hingga 

memperoleh sertifikasi halal berbeda-beda pada setiap kategori, 
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hal ini sesuai yang dituturkan oleh Ely Umiyah, sebagai 

berikut: 

“Kurang lebih 2-3 bulanan dan berlaku untuk 4 tahun...” 

(Wawancara dengan Ely Umiyah, 09 Mei 2023) 

 

 Jangka waktu pendaftaran SEHATI hingga memperoleh 

sertifikat halal bisa sekitar 2-3 bulan. Setelah memperoleh 

sertifikat halal, pelaku UMKM dapat menggunakannya selama 

4 tahun untuk menunjang kegiatan usaha. 

 Berdasarkan uraian dari kedua informan dapat disimpulkan 

bahwa kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini 

belum ada teamwork kolaborasi antara Dinas Koperasi, 

Kemenag, dan MUI untuk terjun langsung melakukan 

sertifikasi halal. Teknis sertifikasi halal masih terbatas pada 

masing-masing OPD. Dalam pemberian sosialisasi, Dinas 

Koperasi masih terbatas pada penyampaian informasi kepada 

kelompok pelaku usaha dan UMKM binaan. Sedangkan, 

Kemenag memiliki tim khusus bernama Satgas Halal yang 

bertanggung jawab dalam pemberian sosialisasi kepada 

penyuluh untuk selanjutnya disebarluaskan ke pelaku-pelaku 

UMKM. Selain itu, baik Dinas Koperasi maupun Kemenag 

juga melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk 

melakukan sertifikasi halal. Pendampingan yang diberikan 

menyesuaikan dengan kapasitas dan wewenang masing-masing 

OPD seperti halnya Dinas Koperasi hanya memberikan 
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pendampingan bagi UMKM binaan level mikro serta Kemenag 

yang melakukan pendampingan melalui Satgas Halal namun, 

tidak untuk memfasilitasi. 

 Secara kuantitas sejauh ini belum diketahui secara pasti 

berapa pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal setelah 

diadakannya sosialisasi. Adapun jangka waktu memperoleh 

sertifikasi halal sekitar 2-3 bulan untuk program SEHATI. 

Sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH dapat berlaku hingga 

4 tahun. 

b. Respon terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo 

 Respon adalah reaksi yang ditimbulkan terhadap apa yang 

disampaikan. Sejak pemerintah mewajibkan sertifikasi halal 

kepada seluruh UMKM, hal ini memicu respon yang berbeda-

beda bagi setiap individu terutama para pelaku UMKM di 

Kabupaten Sidoarjo. Ely Umiyah mengatakan: 

 “Banyak sekarang. Soalnya kan 2024 tanggal 17 Oktober 

2024 semua usaha mikro dan makro yang beredar wajib 

bersertifikat halal. Ini sebelum tanggal 17 Oktober 2024. 

Jadi, sekarang rebutan...” 

 

“Kalo bagi mikro kecil itu malah senang. Soalnya kan 

difasilitasi dan gratis...” (Wawancara dengan Ely Umiyah, 

09 Mei 2023) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ely Umiyah 

selaku staf Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian 

Agama Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa 

perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini 
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sedang gencar-gencarnya. Terutama bagi usaha mikro kecil 

yang menyambut dengan antusias terhadap adanya program 

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Adapun kuota SEHATI 

yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak10.000 

kuota. Hal ini sejalan dengan respon yang diperoleh Mochamad 

Mahfud, sebagai berikut: 

“Peningkatan yang jelas, saya yakin optimis. Soal nanti 

hasil lelet, lambat, cepat, saya belum tahu karena belum 

ada hasil...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 

Mei 2023) 

 

 Dari pihak Dinas Koperasi sendiri optimis akan adanya 

peningkatan baik dari segi pengetahuan maupun jumlah 

sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo. Namun, untuk jumlah 

spesifiknya belum bisa diketahui karena belum ada hasil karena 

program ini masih terus berjalan. 

 Dari pernyataan kedua informan di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya para pelaku UMKM menyambut dengan antusias 

terhadap sertifikasi halal, khususnya pelaku usaha mikro dan 

kecil yang memperoleh fasilitas dan biaya gratis melakukan 

sertifikasi halal melalui program SEHATI. Adapun untuk 

jumlah sertifikasi halal yang berhasil diperoleh Kabupaten 

Sidoarjo saat ini masih belum diketahui namun, dapat 

dipastikan adanya peningkatan. 

c. Kendala sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo 
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 Kendala merupakan faktor penghambat atau yang 

membatasi dalam proses mencapai sesuatu. Selama proses 

sertifikasi halal, tidak selalu berjalan mulus. Bahkan terdapat 

beragam  kendala yang ditemui oleh petugas. Seperti misalnya 

Mochamad Mahfud mengatakan bahwa: 

“... Di lapangan secara faktual, mindset SDM yang 

pikirannya stagnan, pikirannya jualan saja. Mereka-mereka 

secara mindset belum siap diajak maju...” 

 

“... Soalnya menghadapi UMKM kita harus telaten. Gak 

bisa kita menyampaikan dengan bahasa formal. Pelaku 

UMKM harus di ‘ceblek’. Iki penting. Wong gratis kadang-

kadang diilingno,’Gak kober, aku jualan.’ Nyempatno iku 

gak kober...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 

Mei 2023) 

 

Artinya:  

“... Soalnya menghadapi UMKM kita harus telaten. Tidak 

bisa kita menyampaikan dengan bahasa formal. Pelaku 

UMKM harus di ‘pukul’. Ini penting. Yang gratis kadang-

kadang diingatkan,’Tidak sempat, aku jualan.’ 

Menyempatkan itu tidak keburu...” (Wawancara dengan 

Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023) 

 

 Selama melakukan sertifikasi halal, pihak Dinas Koperasi 

menemui banyak dari masyarakat yang masih berpikiran 

stagnan, sulit untuk diajak maju. Walaupun tidak seluruhnya, 

sejumlah masyarakat beralasan tidak sempat untuk 

menyisihkan waktu dikarenakan harus berjualan. Disini, 

diperlukan peran penting petugas dan pemerintah daerah 

sebagai pihak yang harus terus mengingatkan dan menghimbau 

masyarakat untuk menyadarkan akan pentingnya sertifikasi 

halal. Saat proses sosialisasi, petugas dan pemerintah daerah 
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perlu sabar dan lihai untuk melakukan pendekatan kepada 

masyarakat seperti halnya dalam penggunaan bahasa. Berbeda 

dengan yang ditemui Mochamad Mahfud selama proses 

pelaksanaan sertifikasi halal justru, Ely Umiyah menemukan 

kendala yang berbeda dihadapi Kemenag, sebagai berikut: 

“... Kendalanya kalo yang reguler kan berbayar, 

kebanyakan yang belum punya sertifikat halal kan yang 

reguler. Kalo bagi perusahaan sih welcome kan... Kalo 

mikro kecil itu kan dapat fasilitas dari BPJPH.” 

(Wawancara dengan Ely Umiyah, 09 Mei 2023) 

 

 Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ely Umiyah 

menunjukkan, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan 

biaya untuk melakukan sertifikasi halal. Masalah ini banyak 

ditemukan pada pelaku UMKM yang memenuhi syarat 

kategori sertifikasi halal reguler dimana mengharuskan untuk 

membayar. Adapun pelaku usaha mikro dan menengah  yang 

rendah risiko saat ini telah difasilitasi pemerintah melalui 

program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Sedangkan, bagi 

usaha menengah hingga industri besar bisa dipastikan memiliki 

kemampuan untuk melakukan sertifikasi halal. 

 Dari pemaparan kedua informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa selama proses pelaksanaan sertifikasi halal ditemukan dua 

kendala yang menjadi penyebab rendahnya minat pelaku UMKM 

melakukan sertifikasi halal yaitu kurangnya kesadaran dan 

pemahaman tentang sertifikasi halal serta dari beberapa cluster 
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sertifikasi halal, jalur reguler menjadi jalur dengan peminat lebih 

sedikit dari pelaku UMKM dibandingkan dengan jalur self declare. 

4.2.2 Implementasi Planned Behavior dalam Menjawab Minat 

Melakukan Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor Food & 

Beverage di Kabupaten Sidoarjo 

 Theory of planned behavior adalah teori tentang perilaku 

konsumen yang mengkaji perilaku seseorang ditentukan oleh niat 

untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini planned 

behavior digunakan untuk mempelajari minat para pelaku UMKM 

sektor food & beverage untuk melakukan sertifikasi halal. Terdapat 

3 variabel digunakan untuk mengukur minat individu dalam 

melakukan sesuatu, sebagai berikut: 

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim 

 Sikap adalah keyakinan bahwa mereka harus bertindak 

dengan cara tertentu atau tidak. Keyakinan dapat memperkuat 

sikap jika individu mempersepsikan bahwa hal tersebut 

bermanfaat bagi mereka. Kombinasi antara sikap dan niat yang 

kuat akan mewujudkan perilaku yang menentukan tindakan. 

Terdapat 3 komponen utama pembentuk sikap, yaitu: 

1) Kognitif 

 Kognitif merupakan persepsi, keyakinan, dan 

stereotipe yang dimiliki individu tentang sesuatu. Dalam 

hal ini ketika pelaku UMKM sektor food & beverage 
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memandang bahwa sertifikasi halal itu penting, maka 

mereka akan secara terbuka berpartisipasi melakukan 

sertifikasi halal.  

 Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 pelaku 

UMKM sektor food & beverage untuk memperoleh 

informasi yang relevan, maka penelitian ini dilakukan 

kepada UMKM sektor food & beverage yang belum 

memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini sikap dari para 

pelaku UMKM sangat menentukan tindakan yang akan 

diambil oleh para pelaku UMKM. Untuk mengukur 

indikator kognitif dalam minat melakukan setifikasi halal 

terdapat 4 poin wawancara yang diajukan kepada informan, 

sebagai berikut: 

a) Keharusan UMKM sektor food & beverage dalam 

memiliki sertifikasi halal 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan sebanyak 10 pelaku UMKM menyatakan 

bahwa UMKM sektor food & beverage tidak harus 

memiliki sertifikasi halal. Sedangkan, 8 pelaku UMKM 

lain mengatakan bahwa sertifikasi halal penting untuk 

dimiliki UMKM sektor food & beverage. Hal ini selaras 

dengan apa yang dikatakan oleh Endah, sebagai berikut: 

“Kita cuma kepercayaan aja yang kesini orangnya 

ndak biasa-biasa. Orangnya ya sudah percaya kalo 
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masuk kesini bersih dan halal...” (Wawancara 

dengan Endah, 10 Mei 2023) 

 

 Menurut Endah, menuturkan bahwa UMKM sektor 

food & beverage tidak harus memiliki sertifikasi halal 

karena halal atau tidaknya kembali ke kepercayaan 

setiap inidvidu. Hal tersebut juga diperkuat oleh 

pernyataan Rani, yang mengatakan: 

“Kalo yang dijual kayak saya gini ya nggak perlu 

sih. Soalnya kan halal semua, pake daging sapi. 

Penting nggaknya lihat bidang kulinernya.” 

(Wawancara dengan Rani, 13 Mei 2023) 

 

 Rani mengatakan, penting atau tidaknya UMKM 

sektor food & beverage dalam menggunakan sertifikasi 

halal tergantung pada produk yang dijual. 

“Bagus, saya dukung. Karena kita beragam kan ya 

dan juga UMKM yang saya dekat-dekat sini bisa 

dijaminlah halalnya. Tapi kalo sekarang ada 

franchise-franchise di luar itu kan ya meragukan. 

Kayaknya perlu.” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 

2023) 

 

 Bagi Rina, UMKM perlu memiliki sertifikasi halal 

demi untuk mengurangi keraguan konsumen atas 

produk terutama bagi produk-produk franchise yang 

belum terjamin kehalalannya apabila dibandingkan 

dengan produk rumahan. Ini selaras dengan yang 

diungkapkan oleh Widi, berikut ini: 

“Saya rasa seneng sih mbak ada program itu. Jadi 

kan tahu mana yang halal mana yang nggak. Setuju 
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aja sih mbak.” (Wawancara dengan Widi, 12 Mei 

2023) 

 

 Bagi Widi, adanya sertifikasi halal dianggap penting 

karena mampu menunjukkan antara produk halal dan 

tidak halal kepada konsumen. 

 Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sejumlah UMKM sektor food & beverage 

menganggap tidak harus memiliki sertifikasi halal 

karena hal tersebut berdasarkan kepercayaan masing-

masing individu. Urgensitas sertifikasi halal terletak 

pada produk yang dijual. Sementara, beberapa UMKM 

lain menganggap sertifikasi halal adalah hal penting 

karena mampu memberikan jaminan kehalalan dan 

mengurangi keraguan konsumen atas produk tersebut. 

b) Kebermanfaatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM 

sektor food & beverage 

 Adapun mengenai kebermanfaatan sertifikasi halal 

bagi pelaku UMKM sektor food & beverage, menurut 

10 pelaku UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi 

halal belum tentu memberikan jaminan kepastian atas 

kehalalan usaha mereka. Sementara bagi 8 pelaku 

UMKM lain menyatakan bahwa sertifikasi halal 

memberikan manfaat bagi usaha mereka. Sebagaimana 

yang dituturkan oleh Endah, sebagai berikut: 
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“... Sekarang kita punya sertifikat tapi dilihat sehari-

harinya jorok ya kan percuma. Kita nggak punya, 

tapi percaya diri. Nggak bisa dipandang dari 

sertifikatnya kalo kita...” (Wawancara dengan 

Endah, 10 Mei 2023) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Endah menyatakan 

bahwa keberadaan sertifikasi halal tidak terlalu 

memberikan manfaat bagi usaha apabila jika dalam 

keseharian masih terlihat jorok. Meskipun tidak 

memiliki sertifikat halal tetapi Endah merasa percaya 

diri karena tempat usahanya setiap hari selalu bersih. 

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kiki yang 

mengatakan: 

“Nggak juga karena apa tergantung dari bahannya, 

kalo bahannya minuman gini sudah positif... Nggak 

perlu juga sih sebenernya. Kalo yang kayak-kayak 

pentol itu ya dari daging itu mungkin masih 

diperlukan.” (Wawancara dengan Kiki, 12 Mei 

2023) 

 

 Menurut Kiki, adanya sertifikasi halal tidak begitu 

penting dalam memberikan manfaat bagi usaha. Hal itu 

juga melihat jenis produk apa yang dijual. Bagi Kiki, 

minuman yang dijualnya tidak perlu sertifikasi halal 

karena menggunakan bahan alami dan rendah risiko. 

Sedangkan, untuk produk hewani masih memerlukan 

adanya sertifikasi halal karena tergolong produk 

berisiko. 
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“Kalo untuk itu kan sertifikat untuk daya tarik 

penjualan, omset... Kalo nggak mikirin kesehatan 

mereka nggak mikirin efek sampingnya gimana.” 

(Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023) 

 

 Bagi Faruk, sertifikasi halal dapat memberikan 

manfaat bagi usahanya seperti menambah daya tarik 

pada produk dan meningkatkan omset penjualan. 

“Sangat penting, lebih pede jualnya. Si pembeli juga 

lebih nyaman.” (Wawancara dengan Zulkifli, 13 

Mei 2023) 

 

 Bagi Zulkifli, dengan memiliki sertifikasi halal 

membuat pelaku usaha lebih percaya diri untuk menjual 

produknya dan pembeli juga nyaman mengkonsumsi 

produk tersebut. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para 

pelaku UMKM mayoritas berpendapat adanya 

sertifikasi halal tidak begitu membawa manfaat bagi 

mereka. Para pelaku UMKM beranggapan jika selama 

tempat usaha mereka bersih, produk tidak mengandung 

bahan berbahaya, dan bukan tergolong produk berisiko, 

mereka pecaya bahwasanya apa yang mereka jual itu 

halal. Sementara bagi sebagian lainnya menganggap 

bahwa sertifikasi halal mampu memberikan manfaat 

pada usaha mereka seperti lebih percaya diri dalam 

memperjualbelikan produk, menambah daya tarik, 
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meningkatkan omset penjualan bahkan memberikan 

kenyamanan bagi konsumen. 

c) Peran sertifikasi halal dalam meyakinkan konsumen 

 Menurut hasil wawancara, bagi 10 pelaku UMKM 

menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak 

mempengaruhi keyakinan konsumen atas  kepastian 

kehalalan suatu produk. Adapun sebagian lainnya 

mengatakan bahwa sertifikasi halal dapat 

mempengaruhi keyakinan konsumen untuk 

mengkonsumsi suatu produk. Hal ini sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut: 

“Kalo saya sih mungkin tidak juga. Liat dari 

makanan apa yang dijual, nggak ngaruh juga sih. 

Tergantung dari apa yang kita jual.” (Wawancara 

dengan Kristin, 12 Mei 2023) 

 

 Dari hasil wawancara, Kristin menuturkan bahwa 

ada atau tidaknya sertifikasi tidak mempengaruhi 

keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi produk 

tersebut. Kebutuhan akan sertifikasi halal tergantung 

pada produk apa yang dijual oleh pelaku UMKM. Hal 

yang sama juga dikatakan oleh Zulkifli, sebagai berikut: 

“Tergantung jenis makanan sama tergantung omset. 

Jadi seperti pisang ini kan sudah jelas nggak 

mengandung minyak babi. Menurut saya tidak 

terlalu. Seperti misalnya itu kue leker seribu, cilok 

seribu, itu ngapain gitu pakai sertifikasi halal, nggak 

penting amat.” (Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 

2023) 
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 Zulkifli mengatakan bahwa adanya kebutuhan akan 

sertifikasi halal tergantung pada jenis produk yang 

dijual dan omset usaha. Zulkifli menganggap produk-

produk yang rendah risiko terutama produk berbahan 

alami tidak perlu memiliki sertifikasi halal. Adapun 

bagi sebagian pelaku UMKM lain mengatakan hal 

sebaliknya, seperti berikut: 

“Menurut saya itu ya mikir-mikir makanannya halal 

apa nggak jadi kan kalo ada sertifikasi halal jadi kan 

nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung ke situ beli.” 

(Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023) 

 

 Bagi Widi, adanya sertifikasi halal mampu 

mengurangi keraguan konsumen dalam berpikir bahwa 

produk yang di jual halal atau tidak halal. 

“Kalo saya sendiri penting biar konsumen lebih 

percaya aja kalo beli. Kemungkinan lebih besar 

mempengaruhi.” (Wawancara dengan Ahmad 

Muzamil, 12 Mei 2023) 

 

 Bagi Ahmad Muzamil, adanya sertifikasi halal 

membuat konsumen lebih percaya bahwa  produk 

tersebut halal sehingga dapat mempengaruhi keyakinan 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

 Dari pernyataan  informan di atas dapat 

disimpulkan, bagi sebagian pelaku UMKM 

menganggap bahwa sertifikasi halal tidak 

mempengaruhi konsumen untuk lebih percaya dan 
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memberikan keyakinan atas kehalalan produk tersebut. 

Kebutuhan akan sertifikasi halal perlu melihat jenis 

produk yang dijual serta omset usaha. Adapun beberapa 

pelaku UMKM lainnya percaya bahwa sertifikasi halal 

mampu mengurangi keraguan dan memberikan jaminan 

kehalalan sehingga mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian. 

d) Pengetahuan tentang peraturan pemerintah bahwa tahun 

2024 produk yang beredar dipasaran wajib 

menggunakan sertifikasi halal 

 Berdasarkan wawancara dengan 18 informan, dapat 

diketahui bahwa sebanyak 15 pelaku UMKM 

mengatakan tidak mengetahui perihal peraturan 

pemerintah bahwa tahun 2024 produk yang beredar 

wajib menggunakan sertifikasi halal. Adapun 3 pelaku 

UMKM lain menyatakan bahwa mereka mengetahui 

akan peraturan tersebut melalui media massa. 

Sebagaimana Yuli mengatakan: 

“Belum pernah. Belum pernah dengar dari 

siapapun.” (Wawancara dengan Yuli, 12 Mei 2023) 

 

 Selama ini Yuli belum pernah mendengar mengenai 

peraturan pemerintah yang mewajibkan UMKM untuk 

memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut selaras dengan 

yang dikatakan Widi, sebagai berikut: 
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“Belum pernah sih mbak, baru aja ini. Baru dengar 

kali ini.” (Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023) 

 

 Hasil wawancara mengatakan bahwa Widi belum 

pernah mendengar tentang peraturan pemerintah yang 

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikasi halal. 

Widi baru mengetahui hal ini setelah melakukan 

wawancara dengan peneliti. Adapun masih sedikit 

UMKM yang mengetahui informasi tentang sertifikasi 

halal yang diperoleh melalui teman dan media masa, 

seperti berikut: 

“Saran dari temen coba mau daftarin...” 

(Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023) 

 

 Faruk mengaku mendapatkan informasi sertifikasi 

halal melalui temannya bahkan menyarankan untuk 

mendaftarkan sertifikasi halal untuk usahanya. 

“Pernah tahu dari TV, media sosial.” (Wawancara 

dengan Ummu Atiah, 13 Mei 2023) 

 

 Ummu Atiah mengaku memperoleh informasi 

seputar sertifikasi halal melalui televisi dan media 

sosial. 

 Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan, 

selama ini banyak dari para pelaku UMKM yang belum 

mengetahui tentang peraturan pemerintah yang 

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikasi halal. 

Sementara hanya sedikit yang mengaku mengetahui 
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tentang peraturan tersebut melalui teman dekat maupun 

dari media masa. 

 Secara kognitif dapat disimpulkan bahwa pelaku 

UMKM sektor food & beverage tidak memandang bahwa 

sertifikasi halal adalah hal penting dan  membawa manfaat 

untuk mereka. Para pelaku UMKM berpendapat bahwa 

kehalalan merupakan kepercayaan masing-masing sehingga 

tidak mempengaruhi keyakinan konsumen. Urgensitas 

sertifikasi halal terletak pada jenis usaha serta omset. 

Adapun selama ini para pelaku UMKM belum pernah 

mendengar adanya peraturan yang mewajibkan untuk 

memiliki sertifikasi halal. 

2) Afektif 

 Afektif merupakan perasaan atau emosi yang berupa 

sikap positif atau negatif terhadap suatu objek. Dalam hal 

ini adalah perasaan pelaku UMKM sektor food & beverage 

terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal serta tanggapan 

apabila konsumen menanyakan jaminan kehalalan usaha 

mereka. Untuk mengukur indikator afektif dalam minat 

melakukan setifikasi halal terdapat 5 poin wawancara yang 

diajukan kepada informan, sebagai berikut:  
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a) Tanggapan pelaku UMKM tentang adanya peraturan 

pemerintah tahun 2024 produk UMKM wajib 

menggunakan sertifikasi halal 

 Berdasarkan wawancara dengan 18 informan, dapat 

diketahui bahwa sebanyak 10 pelaku UMKM 

menganggap adanya peraturan pemerintah tahun 2024 

yang mewajibkan produk UMKM menggunakan 

sertifikasi halal merupakan hal yang bagus dan mereka 

menyambut baik hal tersebut. Adapun 8 pelaku UMKM 

lain mengaku bahwa tidak mengetahui akan peraturan 

tersebut dan menurut mereka sertifikasi halal tidak 

begitu diperlukan. Rahmat mengatakan: 

“Kalo misalnya jemput bola dari pemerintah sih 

nggak masalah...” (Wawancara dengan Rahmat, 13 

Mei 2023) 

 

 Menurut Rahmat, jika pemerintah mewajibkan 

sertifikasi halal bagi UMKM seperti yang disampaikan 

lewat peraturan tersebut, para pelaku UMKM bersedia 

untuk ikut apabila dari pemerintah mendampingi dan 

memfasilitasi mereka. Hal yang sama diutarakan juga 

oleh Roni, sebagai berikut: 

“Nek kewajiban, diwajibno berarti manut. Yo ngunu 

tok ae nek wes diwajibno.” (Wawancara dengan 

Roni, 10 Mei 2023) 

 

Artinya: 
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“Kalo kewajiban, diwajibkan berarti mengikut saja. 

Ya seperti itu saja kalo sudah diwajibkan.” 

(Wawancara dengan Roni, 10 Mei 2023) 

 

 Apabila pemerintah mewajibkan sertifikasi halal 

bagi UMKM, Roni sebagai pelaku UMKM akan 

mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah. 

Adapun sebagian pelaku UMKM menanggapi sebagai 

berikut: 

“Tergantung tadi, tergantung usaha dan persyaratan 

itu aja sih. Kalo yang jualan kayak cilok tadi itu 

ngapain, masa mengandung minyak babi sih.” 

(Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023) 

 

 Menurut Zulkifli, peraturan pemerintah yang 

mewajibkan sertifikasi halal harus melihat bidang usaha 

dan persyaratannya karena menurutnya tidak semua 

pelaku usaha perlu memiliki sertifikasi halal. 

“Nggak pernah tahu. Menurut aku nggak perlu aja.” 

(Wawancara dengan Kiki, 12 Mei 2023) 

 

 Menurut Kiki, selama ini belum pernah mendengar 

tentang peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal. 

Menurutnya kewajiban sertifikasi halal tidak begitu 

diperlukan bagi UMKM. 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa terhadap 

peraturan pemerintah tahun 2024 yang mewajibkan 

produk UMKM memiliki sertifikasi halal, para pelaku 

UMKM akan mengikuti serta bersedia jika dari 
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pemerintah memberikan pendampingan dan 

memfasilitasi mereka. 

b) Kewajiban sertifikasi halal membebankan atau tidak 

bagi pelaku UMKM 

 Menurut hasil wawancara, seluruh pelaku UMKM 

menyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal 

tidak membebankan bagi pelaku UMKM. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Faruk, sebagai 

berikut: 

“Tetap ikut sih kalo gitu, kan enak kalo gratis. Kan 

nggak terbebani. Kalo ada biaya lain-lain ya nggak 

masalah sih, oke aja. Masalahnya sertifikat kan 

bukti yang konkrit. Kalo administrasinya dipersulit 

pastinya mikir dua kali...” (Wawancara dengan 

Faruk, 12 Mei 2023) 

 

 Bagi Faruk, kewajiban sertifikasi halal tidak 

memberatkan pelaku UMKM. Terutama jika dilakukan 

secara gratis namun, apabila terdapat biaya yang 

dikenakan selama proses sertifikasi halal, hal itu bukan 

menjadi penghambat untuk mendapatkan sertifikat halal 

karena itu merupakan bukti konkrit. Selain itu, jika 

selama proses administrasi sertifikasi halal tidak 

dipersulit, pelaku UMKM menyatakan bersedia. Hal ini 

juga dituturkan oleh Rina, sebagai berikut: 

“Nggak jadi beban asal prosesnya dipermudah.” 

(Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023) 
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 Rina mengatakan bahwa selama proses pembuatan 

sertifikasi halal diberikan kemudahan, maka pelaku 

UMKM merasa tidak keberatan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban sertifikasi halal tidak membebankan bagi 

pelaku UMKM asalkan selama proses tersebut tidak 

dipersulit dan gratis biaya. 

c) Ketepatan peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi 

pelaku UMKM 

 Adapun mengenai ketepatan peraturan kewajiban 

sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, menurut 12 pelaku 

UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi halal 

adalah sudah tepat untuk mengurangi kekhawatiran 

akan jaminan kehalalan. Sementara bagi 6 pelaku 

UMKM lain menyatakan bahwa tepat atau tidaknya 

perlu melihat bidang usahanya. Erma mengatakan: 

“Sudah tepat mbak. Soalnya kita jualan makanan 

terutama banyak pelaku usaha yang muslim jadi 

untuk menjamin kalo itu halal.” (Wawancara 

dengan Erma, 10 Mei 2023) 

 

 Menurut Erma, karena banyak pelaku UMKM 

beragama Islam  maka peraturan kewajiban sertifikasi 

halal bagi UMKM sudah tepat untuk memastikan 

bahwa produk tersebut halal. 
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“Iya sudah tepat. Masalahnya kesehatan itu mahal 

sekali...” (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023) 

 

 Menurut Faruk, peraturan kewajiban sertifikasi halal 

sudah tepat bagi UMKM karena kesehatan konsumen 

adalah hal utama. Melalui sertifikasi halal, produk 

UMKM sudah dipastikan keamanan dan kehalalan 

bahan baku hingga proses produksinya. Sementara bagi 

pelaku usaha lain, tepat atau tidaknya sertifikasi halal 

perlu melihat bidang usahanya, seperti berikut: 

“Tergantung dodolane. Nek mie ngene gak perlu 

seh, kene yo dodol pinggir dalan ngene dadi gak 

perlu-perlu nemen.” (Wawancara dengan Roni, 10 

Mei 2023) 

 

 Menurut Roni yang berjualan mie, sertifikasi halal 

bukanlah hal yang perlu karena usahanya saat ini 

termasuk usaha kaki lima. 

“Kalo untuk yang kaki lima gini sih belum 

waktunya.” (Wawancara dengan Rahmat, 13 Mei 

2023) 

 

 Seperti halnya Roni, Rahmat juga berpendapat 

bahwa usaha kaki limanya tidak begitu memerlukan 

sertifikasi halal untuk produknya. 

 Berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peraturan kewajiban sertifikasi halal 

sudah tepat bagi UMKM untuk memastikan keamanan 

dan kehalalan suatu produk. Sementara masih ditemui 
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beberapa yang menganggap sertifikasi halal tidak begitu 

diperlukan khususnya bagi usaha kaki lima. 

d) Tinjauan pelaku UMKM atas jaminan kehalalan bahan 

baku, proses, serta kebersihan produk makanan dan 

minuman 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM selalu 

memperhatikan kehalalan dan kebersihan bahan baku 

hingga saat penjualan. Seperti yang disampaikan Erma, 

berikut ini: 

“... Kebersihan dan kehalalan nomer satu mbak buat 

jualan makanan gini. Kadang penjual makanan 

pakai sarung tangan, pakai masker, itu harus 

diperhatikan.” (Wawancara dengan Erma, 10 Mei 

2023) 

 

 Erma menyatakan bahwa kebersihan dan kehalalan 

produk menjadi prioritas saat berjualan untuk menjaga 

produk dari kontaminasi zat-zat lain. Hal tersebut 

dipertegas oleh Kristin yang mengatakan: 

“Ya, harus. Kalo menjual makanan itu nomer satu 

kebersihan dan kehalalan yang diperhatikan, itu 

yang pertama. Soalnya kita jualan makanan 

mbak...” (Wawancara dengan Kristin, 12 Mei 2023) 

 

 Kristin menyatakan kebersihan merupakan hal 

utama yang perlu diperhatikan ketika berjualan 

makanan dan minuman. 
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 Maka, dapat disimpulkan bahwasanya saat 

berjualan, pelaku UMKM selalu memperhatikan 

kebersihan dan kehalalan produk yang mereka jual. 

e) Tanggapan pelaku usaha apabila terdapat konsumen 

yang menanyakan tentang jaminan kehalalan produk 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM selama ini 

tidak pernah mendapati konsumen yang menanyakan 

soal kehalalan produk mereka. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Roni, sebagai berikut: 

“Nggak ada. Paling yo nyawang teko rombonge, 

masakane tok...” (Wawancara dengan Roni, 10 Mei 

2023) 

 

 Menurut Roni, selama ini konsumen tidak pernah 

menanyakan soal kehalalan produk tersebut. Konsumen 

biasanya hanya menilai lewat kebersihan tempat usaha 

dan masakan saja. Hal yang sama juga dikatakan 

Adelia, berikut ini: 

“Kebanyakan pembeli nggak pernah nanya. 

Biasanya dilihat makanannya bersih, nggak pernah 

tanya.” (Wawancara dengan Adelia, 11 Mei 2023) 

 

 Pada umumnya konsumen tidak pernah 

menanyakan jaminan kehalalan produk yang dijual. 

Mereka hanya menilai lewat kebersihan produk. 
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 Berdasarkan kedua pernyataan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa selama ini tidak pernah ditemukan 

konsumen yang menanyakan tentang kehalalan produk. 

Konsumen melakukan penilaian kelayakan produk 

hanya melalui kebersihan tempat usaha dan produk 

tersebut. 

 Secara afektif dapat disimpulkan bahwa adanya 

kewajiban sertifikasi halal membuat pelaku UMKM sektor 

food & beverage  merasa senang. Mereka bersedia untuk 

berpartisipasi jika terdapat pendampingan dan fasilitas dari 

pemerintah serta selama proses tersebut diberikan 

kemudahan. Menurut mereka, kebijakan yang mewajibkan 

sertifikasi halal adalah tepat, karena memberikan jaminan 

keamanan dan kehalalan. Namun, bagi usaha kaki lima 

mereka menganggap sertifikasi halal tidak begitu 

dibutuhkan karena perlu melihat bidang dan skala usaha 

untuk memperkirakan kebutuhan akan sertifikasi halal. 

Meskipun, selama ini pelaku UMKM tidak pernah 

mendapati konsumen yang menanyakan kehalalan tetapi, 

secara mandiri mereka memastikan kebersihan dan 

kehalalan produk yang dijual. 

3) Konatif 
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 Konatif merupakan kecenderungan individu untuk 

berperilaku yang didorong oleh kepercayaan dan perasaan 

terhadap sesuatu. Dalam hal ini ketika pelaku UMKM 

sektor food & beverage percaya dan merasa bahwa 

sertifikasi halal itu penting untuk dilakukan, maka mereka 

akan secara terbuka berpartisipasi. Untuk mengukur 

indikator konatif dalam minat melakukan setifikasi halal 

terdapat 6 poin wawancara yang diajukan kepada informan, 

sebagai berikut: 

a) Perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap ada atau 

tidaknya sertifikasi halal pada produk 

 Dari wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM tidak 

pernah mendapati sikap konsumen yang 

mempertanyakan ada atau tidaknya sertifikasi halal 

pada produk mereka. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Widi, berikut ini: 

“... Selama saya kerja disini pembeli nggak terlalu 

memperhatikan, langsung beli.” (Wawancara 

dengan Widi, 12 Mei 2023) 

 

 Selama Widi berjualan, tidak pernah sekali pun 

konsumen memperhatikan ada atau tidaknya sertifikasi 

halal pada produk yang mereka beli. Alih-alih 

memastikan jaminan kehalalan, konsumen cenderung 
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langsung membeli apa yang mereka yakini sendiri 

bahwa produk tersebut halal. Begitu pun yang 

disampaikan oleh Kiki, berikut ini: 

“Nggak pernah. Nggak pernah memperhatikan 

sampai situ.” (Wawancara dengan Kiki, 12 Mei 

2023) 

 

 Kiki menuturkan bahwa selama berjualan, 

konsumen tidak pernah memperhatikan hingga jaminan 

kehalalan produk tersebut.  

 Berdasarkan pemaparan informan di atas maka, 

dapat disimpulkan bahwa selama ini konsumen tidak 

pernah memperhatikan hingga ke bukti jaminan 

kehalalan produk yang mereka beli. Konsumen 

cenderung langsung membeli yang mereka percaya 

bahwa itu halal. 

b) Minat para pelaku UMKM dengan adanya fasilitas 

sertifikasi halal gratis (SEHATI) 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM 

menunjukkan minat dan ketertarikan untuk melakukan 

sertifikasi halal gratis (SEHATI).  

“Berkenan. Asal prosesnya nggak njelimet. Kalo 

difasilitasi setuju.” (Wawancara dengan Rina, 11 

Mei 2023) 
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 Bagi Rina, adanya fasilitas sertifikasi halal gratis 

(SEHATI) akan menarik minat pelaku UMKM jika 

selama pendaftaran tidak susah dilakukan. Hal yang 

sama juga dikatakan Zulkifili, seperti berikut: 

“.Mau lah kan gratis. Persyaratannya jangan yang 

njelimet” (Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 

2023) 

 

 Bagi Zulkifli, adanya fasilitas sertifikasi halal gratis 

(SEHATI) membuat pelaku UMKM berminat untuk 

mendaftar jika prosesnya tidak diperumit. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya fasilitas sertifikasi halal gratis (SEHATI) akan 

menarik minat pelaku UMKM dengan syarat proses 

pendaftaran dipermudah dan difasilitasi. 

c) Niat untuk melakukan sertifikasi halal dimasa yang 

akan datang 

 Adapun mengenai niat untuk melakukan sertifikasi 

halal dimasa yang akan datang, bagi 16 pelaku UMKM 

menyatakan bahwa mereka belum memiliki niat untuk 

melaksanakan sertifikasi halal. Sementara bagi 2 pelaku 

UMKM lain menyatakan bahwa mereka berniat 

melakukan sertifikasi halal bahkan sudah mencari-cari 

tahu mekanismenya. Hal tersebut sebagaimana yang 

disampaikan Roni, berikut ini: 
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“... Kalo untuk saat ini belum tertarik. Kecuali kalo 

harus diwajibkan, baru ikut. Kalo teman-teman 

sesama pelaku usaha ikut, InsyaAllah melok...” 

(Wawancara dengan Roni, 10 Mei 2023) 

 

 Roni menyatakan bahwa saat ini secara pribadi 

belum merasa tertarik untuk melaksanakan sertifikasi 

halal. Namun, apabila pemerintah mewajibkan serta 

sesama rekan pelaku UMKM juga ikut, maka Roni 

bersedia. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh 

Erma, berikut ini: 

“Nggak apa-apa kalo kita sama-sama. Kalo aku 

sendirian yang ikut, nggak mau mbak” (Wawancara 

dengan Erma, 10 Mei 2023) 

 

 Erma mengatakan apabila melakukan sertifikasi 

halal secara mandiri, maka belum bersedia. Namun, jika 

sertifikasi halal dilakukan bersama-sama dengan teman-

teman sesama pelaku UMKM, maka Erma bersedia. 

Sementara masih sedikit pelaku UMKM yang berniat 

tentang sertifikasi halal bahkan melakukan beberapa 

upaya untuk mendaftarkan produknya agar memiliki 

sertifikasi halal, seperti berikut: 

“Memang kemarin sama dokter yang di poliklinik 

itu di Aisiyah sama Adi Husada puskesmas 

Medaeng itu mereka punya laboratorium. Mereka 

ngetes produk saya ternyata nggak ada masalah... 

Saran dari temen coba mau daftarin tapi nggak ada 

kesinambungan sampai sekarang...” (Wawancara 

dengan Faruk, 12 Mei 2023) 
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 Menurut Faruk, untuk menjamin kualitas 

produknya, usaha tahu waliknya bahkan dilakukan uji 

lab untuk memberikan jaminan kesehatan bagi 

konsumen. Bahkan teman terdekatnya memberikan 

informasi dan menyarankan Faruk untuk melakukan 

sertifikasi halal pada produknya. 

“Sudah tahu dari MUI bagian sertifikasi halal.” 

(Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023) 

 

 Menurut Zulkifli, selama ini sudah mengetahui 

sertifikasi halal dari MUI dan berminat untuk 

melakukannya. 

 Dari uraian kedua informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa secara niat pribadi, mayoritas para 

pelaku UMKM belum bersedia untuk mengikuti 

sertifikasi halal di masa mendatang. Namun, ada 

beberapa pelaku UMKM yang berniat untuk melakukan 

sertifikasi halal dalam waktu terdekat. 

d) Alokasi pendapatan hasil usaha untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan, seluruh pelaku UMKM menggunakan 

pendapatan hasil usaha sesuai dengan kebutuhan. Hal 

ini seperti yang disampaikan Rani dan Lina, berikut ini: 
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“Kalo untuk kebutuhan hidup ya kita sesuai 

kebutuhan saja. Kalo mengikuti keinginan, nggak 

ada habisnya kan.” (Wawancara dengan Rani dan 

Lina, 11 Mei 2023) 

 

 Rani dan Lina menyatakan bahwa pendapatan usaha 

hanya digunakan sesuai kebutuhan saja karena jika 

menuruti keinginan maka, tidak akan ada habisnya. 

Selaras dengan yang dikatakan Rina, sebagai berikut: 

“Sejauh ini kita selalu menggunakan sesuai 

kebutuhan. Buat apa kan kalo boros atau foya-foya 

gitu.” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023) 

 

 Rina menyatakan bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, pendapatan usaha digunakan sesuai 

kebutuhan saja daripada digunakan untuk foya-foya 

yang mengakibatkan pemborosan. 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaku UMKM dalam mengalokasikan 

pendapatan hasil usaha digunakan sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghindari pemborosan dan gaya 

hidup foya-foya. 

e) Alokasi pendapatan usaha untuk zakat/infaq/sedekah 

 Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM 

menyisihkan pendapatan usaha untuk dialokasikan pada 

zakat, infaq maupun sedekah. 
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“InsyaAllah kalo itu ada. Apalagi disini biasanya 

ada jum’at berkah.” (Wawancara dengan Endah, 10 

Mei 2023) 

 

 Endah menyatakan bahwa pendapatan hasil usaha 

ada yang disisihkan untuk zakat, infaq maupun sedekah. 

Di tempat usaha biasanya terdapat makanan gratis 

untuk jumat berkah. 

“Kalo zakat kan wajib mbak, sedekah menurut ibu 

yo wajib lah. InsyaAllah ada lah sedikit-sedikit. 

(Wawancara dengan Adelia ,11 Mei 2023) 

 

 Adelia menyatakan bahwa pendapatan hasil usaha 

ada yang dialokasikan untuk zakat dan sedekah karena 

merupakan hal yang wajib bagi umat muslim. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelaku UMKM menyisihkan 

sebagian dari pendapatan hasil usaha untuk 

dialokasikan pada zakat, infaq maupun sedekah. 

f) Sumber modal usaha 

 Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM 

mendapatkan modal dari dana pribadi tanpa mengambil 

pinjaman dari lembaga keuangan lain. Rina 

mengatakan: 

“Awalnya mama modal sendiri. Nggak ada kami 

kayak KUR, itu nggak pernah.” (Wawancara 

dengan Rina, 11 Mei 2023) 
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 Menurut Rina, usaha yang dijalankannya saat ini 

mendapat modal dari orang tua dan tidak pernah 

melakukan pinjaman dari lembaga keuangan mana pun. 

Ini selaras dengan yang dikatakan oleh Adelia, berikut 

ini: 

“Ini modal awal kemarin pinjam orang tua mbak. 

Kalo nggak pinjam orang itu mbak, pas wayahe 

jatuh tempo kita nggak bisa bayar, jualan malah 

bingung.” (Wawancara dengan Adelia, 11 Mei 

2023) 

 

 Adelia menyatakan bahwa modal usaha yang 

dijalankannya ini merupakan modal dari kedua orang 

tua. Menurut Adelia, jika melakukan pinjaman modal 

ke lembaga keuangan, khawatir jika tidak bisa 

mengembalikan saat jatuh tempo. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa banyak dari pelaku UMKM yang 

mendapatkan modal usaha dari dana pribadi maupun 

dari keluarga. Para pelaku UMKM tidak melakukan 

pinjaman modal ke lembaga keuangan untuk 

menghindari gagal bayar apabila jatuh tempo. 

 Secara konatif dapat disimpulkan bahwa selama ini 

konsumen tidak pernah menanyakan soal jaminan kehalalan 

produk. Konsumen hanya berlandaskan keyakinan pribadi 

bahwa produk tersebut halal. Adanya program SEHATI 
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menarik perhatian pelaku usaha untuk bergabung tetapi, hal 

itu akan dilakukan jika prosedur pendaftaran dipermudah 

dan difasilitasi. Namun, secara pribadi saat ini pelaku 

UMKM belum berkeinginan untuk melakukan sertifikasi 

halal di masa mendatang. Hanya dijumpai beberapa pelaku 

UMKM yang berniat melakukan sertifikasi halal. Pelaku 

UMKM mengakui dalam menjalankan usaha selama ini 

menggunakan modal pribadi. Sementara pendapatan yang 

diperoleh dari usaha dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

serta untuk zakat, infaq, maupun sedekah. 

 Secara umum, dapat disimpulkan sikap terhadap perilaku 

konsumen muslim untuk melakukan sertifikasi halal 

menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak menganggap 

sertifikasi halal adalah hal penting dan bermanfaat bagi mereka. 

Keberadaan sertifikasi halal tidak berpengaruh pada keyakinan 

konsumen dalam mengkonsumsi produk UMKM. Reaksi  

pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menunjukkan hasil 

positif namun, mereka tetap belum berkeinginan melakukan 

sertifikasi halal. Hanya dijumpai 2 dari 18 pelaku usaha yang 

berkeinginan untuk melakukan sertifikasi halal. 

b. Norma subjektif konsumen muslim 

 Norma subjektif  ialah pengaruh sosial atau orang terdekat 

untuk melakukan sesuatu. Komponen utama pembentuk norma 
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subjektif terdiri dari 2 variabel, yakni normatif belief dan 

motivation to comply. Dalam penelitian ini yang mempengaruhi 

norma subjektif yaitu saran atau tanggapan dari pihak yang 

dianggap penting oleh pelaku UMKM (normatif belief) dan 

motivasi untuk mewujudkan pendapat mereka (motivation to 

comply) untuk melakukan sertifikasi halal. Dari sejumlah 18 

pelaku UMKM, hanya 2 pelaku UMKM yang pernah 

mendapatkan saran baik dari sesama teman pelaku usaha, 

pelanggan, maupun pegawai mereka. Sedangkan, 16 pelaku 

UMKM lain mengaku belum pernah mendapatkan saran dari 

siapapun untuk melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini seperti 

yang dikatakan oleh Roni, sebagai berikut: 

“Selama iki nggak onok sing nyarano ngunu iku. Kalo 

teman-teman sesama pelaku usaha ikut...” (Wawancara 

dengan Roni, 10 Mei 2023) 

 

Roni menuturkan bahwa selama ini tidak pernah 

mendapatkan saran baik dari pihak keluarga, pelanggan atau 

pun sesama pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal 

dikarenakan kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal. 

Namun, jikalau nantinya banyak dari teman-teman UMKM 

yang ikut, maka akan bersedia ikut juga. Tanggapan yang 

diperoleh Roni sama halnya dengan tanggapan yang diberikan 

oleh Erma, berikut ini: 
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“Belum pernah dapet saran dari mana pun. Kalo ikut 

maunya bareng temen-temen lain.” (Wawancara dengan 

Erma, 10 Mei 2023) 

 

Menurut Erma, selama ini belum pernah mendapat saran 

dari mana pun. Tetapi, apabila teman-teman pelaku UMKM  

banyak menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal, tentu 

saja bersedia. Dari sekian banyak pelaku UMKM, peneliti 

menemukan hanya 2 pelaku UMKM yang mengaku pernah 

mendapatkan saran melakukan sertifikasi halal, berikut ini: 

“Saran dari temen coba mau daftarin tapi nggak ada 

kesinambungan sampai sekarang. Dari pihak keluarga 

mendukung semua, teman-teman, kru-kru disini semua 

mendukung, orang luar dokter itu juga mendukung, yang 

langganan.” (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023) 

 

 Faruk mengaku bahwa temannya pernah menyarankan 

untuk mendaftar sertifikasi halal. Bahkan aksi tersebut 

didukung oleh pihak keluarga, teman, pegawai, dokter hingga 

pelanggannya. 

 “Ya pasti lah saya ikut. Mbaknya nyaranin, saya aja mau 

apalagi keluarga dan teman-teman saya yang nyaranin.” 

(Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023) 

 

Zulkifli mengaku bahwa jika peneliti menyarankan untuk 

melaksanakan sertifikasi halal maka, ia bersedia bahkan jika 

itu dari teman atau keluarganya yang menyarankan. 

Secara umum norma subjektif konsumen muslim dapat 

disimpulkan bahwa banyak pelaku UMKM belum pernah 
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mendapatkan saran dari keluarga, pelanggan maupun sesama 

teman pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sehingga 

sampai kini belum termotivasi untuk ikut. Hal tersebut 

disebabkan pihak terdekat mereka pun belum pernah 

mendengar tentang informasi sertifikasi halal. Namun, jika 

nantinya banyak dari teman-teman pelaku UMKM yang 

menyarankan mengikuti sertifikasi halal, maka akan bersedia 

untuk ikut. Dari beberapa pelaku UMKM yang pernah 

menerima saran melakukan sertifikasi halal mengaku 

mendapatkan saran tersebut dari teman dekat. 

c. Persepsi kontrol perilaku konsumen muslim 

 Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu 

tentang ukuran kemampuannya dalam menjalankan perilaku 

tersebut. Komponen utama pembentuk norma subjektif terdiri 

dari 2 variabel, yakni control belief dan perceived power. 

Dalam hal ini yang mempengaruhi persepsi kontrol perilaku 

ialah keyakinan individu tentang keberadaan faktor pendukung 

atau pun penghambat dalam melakukan sertifikasi halal 

(control belief) serta persepsi untuk melakukan sertifikasi halal 

dengan mempertimbangkan segala risiko dan tantangan yang 

muncul (perceived power).  
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1) Kemungkinan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) 

bagi UMKM dalam menarik pelaku UMKM untuk 

melakukan sertifikasi halal 

 Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM 

memperkirakan akan banyak menarik para pelaku UMKM 

untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai yang 

dituturkan Rina, sebagai berikut:  

“Seharusnya banyak karena kegalauan masyarakat 

kan dengan adanya franchise-franchise baru yang 

seperti itu kan, saya sendiri jujur ada hoax atau 

nggak...” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023) 

 

 Menurut Rina, adanya sertifikasi halal gratis 

(SEHATI) akan menarik banyak pelaku UMKM untuk 

berpartisipasi. Dengan adanya bukti sertifikat halal akan 

mengurangi keraguan konsumen terhadap produk tersebut. 

Hal yang sama juga dikatakan Erma, berikut ini: 

“Menarik. Soalnya buat makanan ini kan harus, ‘Bu 

punya sertifikat halal?’ soalnya pembeli itu nggak 

sama, ada yang pintar ada yang nggak ya toh.” 

(Wawancara dengan Erma, 10 Mei 2023) 

 

 Erma berpendapat bahwa adanya sertifikasi halal 

gratis (SEHATI) akan menarik pelaku UMKM untuk ikut 

bergabung. Dengan memiliki sertifikat halal membantu 

pelaku UMKM membuktikan kepada konsumen bahwa 

produknya terjamin halal. 
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 Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI)  

akan menarik para pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Hal 

tersebut didorong dengan adanya sertifikat halal maka, 

membuat pelaku UMKM dapat membuktikan kehalalan 

produknya. 

2) Faktor pendukung atau penghambat untuk melakukan 

sertifikasi halal 

 Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa sekitar 12 pelaku UMKM 

mempersepsikan dan meyakini lebih banyak faktor 

penghambat bagi mereka untuk melakukan sertifikasi halal 

daripada faktor pendukung yang tersedia. Sedangkan, bagi 

6 pelaku UMKM lain mempersepsikan dan meyakini 

adanya faktor-faktor pendukung seperti pendamping dan 

biaya yang gratis membuat mereka berminat melakukan 

sertifikasi halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Endah, sebagai berikut: 

 “... Pokoknya kita jangan dipersulit administrasinya, 

biayanya mudah dijangkau ndak terlalu mahal apalagi 

kalo gratis.” 

“Sulitnya kalo daftarnya online mbak, agak ribet kalo 

biasanya ndak pegang hp.” (Wawancara dengan Endah, 

10 Mei 2023) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Endah, 

mempersepsikan bahwa apabila saat melakukan sertifikasi 
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halal dipersulit dari segi administrasi, biaya yang mahal, 

dan dilakukan secara online maka, akan menurunkan minat 

pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini 

juga seperti yang disampaikan oleh Widi, berikut ini: 

“Kalo dari online nggak tau juga sih mbak, kan banyak 

juga toh mbak orang yang yang bukan megang hp terus. 

Kan ada yang orang tua nggak megang hp, terus daftar 

online gimana, tanya siapa, nggak tau caranya juga.” 

(Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023) 

 

 Adapun yang disampaikan Widi, mempersepsikan 

bahwa jika pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara 

online tanpa ada yang mendampingi dan membantu maka 

akan mempersulit pelaku UMKM untuk melakukan 

sertifikasi halal.  

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya pelaku UMKM mepersepsikan 

kemungkinan banyaknya faktor penghambat seperti 

administrasi yang rumit, dan dilakukan secara online tanpa 

pendamping maka, pelaku UMKM enggan untuk 

melakukan sertifikasi halal. Namun, berbeda apabila proses 

administrasi dipermudah, mendapatkan pendampingan, dan 

gratis, pelaku UMKM bersedia untuk berpartisipasi. 

 Secara umum, dapat disimpulkan persepsi kontrol perilaku 

konsumen muslim untuk melakukan sertifikasi halal 

menunjukkan bahwa adanya program sertifikasi halal gratis 
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(SEHATI) menarik perhatian pelaku UMKM karena 

memberikan kemudahan berpartisipasi untuk melakukan 

sertifikasi halal produk mereka. Akan tetapi, para pelaku 

UMKM lebih banyak mempersepsikan kemungkinan faktor 

penghambat seperti administrasi yang rumit, dan dilakukan 

secara online tanpa pendamping, membuat pelaku UMKM 

enggan untuk melakukan sertifikasi halal. Pelaku UMKM 

bersedia untuk ikut apabila administrasi selama proses 

sertifikasi halal dipermudah dan mendapat fasilitas seperti, 

mendapatkan pendampingan dan gratis. 

4.3 Pembahasan 

 Penelitian ini telah memaparkan hasil tentang minat melakukan 

sertifikasi halal pada UMKM sektor food & beverage di Kabupaten 

Sidoarjo. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang kondisi sertifikasi 

halal pada UMKM sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo terlebih 

dahulu. Selanjutnya, akan membahas tentang implementasi planned 

behavior dalam menjawab minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM 

sektor food & beverage di Kabupaten Sidoarjo. 

4.3.1 Kondisi Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor Food & Beverage di 

Kabupaten Sidoarjo  

 Kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini 

secara teknis, pelaksanaan sertifikasi halal antara Dinas Koperasi, 

Kemenag, dan MUI masih terbatas pada OPD masing-masing. 
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Sejauh ini belum ada tim kolaborasi untuk terjun langsung dalam 

pelaksanaan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Dalam upaya 

meningkatkan jumlah sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo, baik 

dari Dinas Koperasi maupun Kemenag memberikan sosialisasi 

terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan 

Kemenag turut serta dalam proses pendampingan sertifikasi halal 

gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM namun, menyesuaikan 

dengan kapasitas dan wewenang masing-masing OPD. Adapun 

total keseluruhan sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang berhasil 

terlaksana belum diketahui secara pasti karena masih terus 

berjalan. Namun, berdasarkan laporan dari laporan terbaru BPJPH 

per  6 Juni 2023 tercatat bahwa Kabupaten Sidoarjo berada di 

posisi ke-5 sebagai kabupaten/kota dengan jumlah sertifikasi halal 

terbanyak (SEHATI 2023) sebanyak 3.300 sertifikat seperti yang 

tertera pada Gambar 4.1. Sementara, industri makanan dan 

minuman (food & beverage) Jawa Timur pada Tahun 2022 yang 

sudah memperoleh sertifikat halal MUI sebanyak 2.039 pelaku 

usaha dan sekitar 184 sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. 

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sertifikat halal sejak 

2022-2023 yang berhasil diraih Kabupaten Sidoarjo sebesar 48%. 
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Gambar 4. 1 Top 8 Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Halal 

Terbanyak (SEHATI 2023) 

Sumber: Data diolah 

 Adapun respon pelaku UMKM mengenai kebijakan yang 

mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal 

menunjukkan antusiasme khususnya bagi pelaku usaha mikro dan 

kecil yang mendapatkan fasilitas gratis untuk melakukan sertifikasi 

halal melalui program SEHATI. Selama melakukan sosialisasi dan 

pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada pelaku 

UMKM, ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan 

rendahnya minat pelaku UMKM melakukan sertifikasi halal yaitu 

kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal. 

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang 

konsumen muslim untuk memilih produk yang bermanfaat baginya 

dan sesuai dengan aturan agama. Sertifikasi halal menjadi salah 
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satu prinsip kehalalan yang perlu diperhatikan oleh konsumen 

muslim dalam melakukan konsumsi. Mengingat konsumsi yang 

dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, 

namun juga untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi. Bagi konsumen 

muslim, keimanan pada agama berperan sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Dampak agama 

pada perilaku untuk melakukan sertifikasi halal berkaitan dengan 

agama itu sendiri dan sejauh mana seseorang memahami dan 

mempraktikan ajaran agama mereka. Pemahaman pelaku UMKM 

terhadap sertifikasi halal akan mengendalikan minat mereka untuk 

melakukan sertifikasi halal. 

4.3.2 Implementasi Planned Behavior dalam Menjawab Minat 

Melakukan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)  pada UMKM 

Sektor Food & Beverage di Kabupaten Sidoarjo 

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap 

terhadap perilaku konsumen muslim untuk melakukan 

sertifikasi halal mayoritas menunjukkan bahwa pelaku UMKM 

menganggap sertifikasi halal tidaklah penting dan bermanfaat 

bagi mereka. Keberadaan sertifikasi halal tidak mempengaruhi 

keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi produk UMKM. 

Sementara beberapa pelaku UMKM mengaku bahwa sertifikasi 

halal memberikan manfaat bagi mereka dalam meningkatkan 
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daya tarik produk, lebih percaya diri dalam berjualan, 

meningkatkan omset penjualan bahkan mampu mempengaruhi 

keyakinan konsumen karena memberikan kenyamanan dalam 

mengonsumsi produk tersebut. Reaksi pelaku UMKM terhadap 

kewajiban sertifikasi halal menunjukkan hasil positif namun, 

mereka belum menunjukkan adanya kesiapan melakukan 

sertifikasi halal. Hanya 2 dari 18 pelaku UMKM yang 

menunjukkan kesiapan untuk melakukan sertifikasi halal dalam 

waktu terdekat. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik 

seseorang meyakini sikap maka, minat melakukan sertifikasi 

halal meningkat. Sebaliknya, jika para pelaku UMKM 

menganggap bahwa sertifikasi halal tidak begitu bermanfaat 

bagi mereka maka, akan menurunkan minat untuk melakukan 

sertifikasi halal. 

 Menurut Ajzen, sikap seseorang dipengaruhi oleh seberapa 

besar manfaat atau kerugian yang ia prediksi saat melakukan 

perilaku tersebut (Mahyarni, 2013). Sikap menjadi salah satu 

variabel determinan munculnya suatu perilaku. Sikap berperan 

memberikan pandangan dan perasaan dalam membentuk 

kecenderungan berperilaku atas sesuatu yang dihadapi. 

b. Norma subjektif konsumen muslim 

 Bersumber dari data hasil penelitian, norma subjektif 

konsumen muslim menunjukkan bahwa mayoritas pelaku 
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UMKM selama ini belum pernah mendapatkan saran dari 

orang-orang yang dianggapnya penting seperti sesama rekan 

pelaku usaha, pelanggan, maupun keluarga untuk melakukan 

sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan pihak terdekat mereka 

pun belum pernah mendengar informasi tentang sertifikasi 

halal. Oleh karena itu, banyak dari pelaku UMKM belum 

termotivasi melakukan sertifikasi halal. Namun, jika nantinya 

banyak dari teman-teman pelaku UMKM yang menyarankan 

mereka untuk melakukan sertifikasi halal, maka akan bersedia 

untuk ikut. Sementara, pelaku UMKM yang pernah 

mendapatkan saran mengaku mendapatkan saran dan informasi 

tersebut dari teman dekat dan hal tersebut mendapatkan 

dukungan dari pihak keluarga, pelanggan maupun pegawai 

sehingga termotivasi untuk segera melakukan sertifikasi halal. 

 Menurut Ajzen dalam teori planned behavior, seseorang 

akan termotivasi untuk menampakkan suatu perilaku apabila 

orang-orang yang penting baginya memandang bahwa 

semestinya perilaku tersebut dilakukan (Ramdhani, 2011). Hal 

tersebut menunjukkan semakin positif norma subjektif yang 

diterima seseorang maka, semakin meningkatkan minat pelaku 

UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Namun, apabila 

norma subjektif yang diterima buruk maka, akan menurunkan 

minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. 
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c. Persepsi kontrol perilaku konsumen muslim 

 Menurut Ajzen, persepsi kontrol perilaku menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi individu dalam mewujudkan suatu 

perilaku (Ramdhani, 2011). Hal ini terbukti dengan hasil 

penelitian yang menemukan bahwa para pelaku UMKM lebih 

banyak mempersepsikan faktor penghambat untuk melakukan 

sertfikasi halal seperti administrasi yang rumit, kurangnya 

pemahaman terhadap prosedur dan penggunaan teknologi, dan 

tidak adanya pendampingan membuat pelaku UMKM enggan 

untuk melakukan sertifikasi halal. 

 Meskipun para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas 

sertifikasi halal gratis melalui SEHATI namun, mereka 

beranggapan bahwa selama proses pengurusan sertifikat halal 

mereka tidak yakin memiliki kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal karena 

minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal. Namun, 

berbeda apabila nantinya mereka mendapatkan pendampingan 

dan diberikan kemudahan administrasi maka, pelaku UMKM 

menyatakan bersedia untuk ikut. Semakin sulit seseorang 

mempersepsi kontrol perilaku maka, minat untuk melakukan 

sertifikasi halal akan semakin menurun. Namun, bila semakin 

mudah seseorang mempersepsi kontrol perilaku maka, minat 

untuk melakukan sertifikasi halal akan semakin meningkat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 
 

93 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat melakukan 

sertifikasi halal pada UMKM sektor food & beverage di Kabupaten 

Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor food & beverage di 

Kabupaten Sidoarjo sejauh ini dalam pelaksanaannya masih terbatas 

pada masing-masing OPD, belum terdapat tim kolaborasi untuk terjun 

langsung melakukan sertifikasi halal. Baik dari Dinas Koperasi dan 

Kemenag memberikan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal 

kepada pelaku UMKM namun, menyesuaikan kapasitas dan wewenang 

masing-masing. Pertumbuhan sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo 

sejauh ini diketahui meningkat sebesar 48% sejak Tahun 2022. Para 

pelaku UMKM menyambut dengan antusias tentang kebijakan 

sertifikasi halal yang memudahkan mereka melalui program SEHATI 

tetapi, masih banyak ditemui pelaku UMKM yang kurang menyadari 

dan memahami tentang sertifikasi halal serta diperlukannya 

pendampingan bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal. 

b. Implementasi planned behavior dalam menjawab minat melakukan 

sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor food & beverage 
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di Kabupaten Sidoarjo menujukkan dari segi sikap, mayoritas pelaku 

UMKM menganggap sertifikasi halal tidak penting dan bermanfaat 

bagi mereka serta tidak mempengaruhi keyakinan konsumen atas 

produk mereka. Adapun beberapa pelaku UMKM meyakini bahwa 

sertifikasi halal memberikan manfaat seperti membuat berjualan lebih 

percaya diri, meningkatkan daya tarik, meningkatkan omset penjualan, 

dan memberikan kenyamanan bagi konsumen sehingga mampu 

mempengaruhi keyakinan kosumen dalam mengonsumsi produk 

mereka. Para pelaku UMKM menunjukkan sikap positif atas 

kewajiban sertifikasi halal melalui program SEHATI namun, belum 

menunjukkan kesiapan untuk melakukannya. 

 Selanjutnya, dilihat dari aspek norma subjektif, mayoritas pelaku 

UMKM tidak pernah mendapatkan saran dari pihak yang dianggapnya 

penting sehingga mereka belum termotivasi melakukan sertifikasi 

halal. Namun, berbeda jika pihak yang mereka anggap penting banyak 

yang menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal maka, para 

pelaku UMKM termotivasi untuk ikut. Sementara bagi pelaku UMKM 

yang pernah mendapatkan saran mengaku mendapatkan saran dan 

informasi tersebut dari teman dekat sehingga termotivasi untuk 

melakukan sertifikasi halal dalam waktu terdekat. Hal ini 

membuktikan peran dari pihak yang dianggap penting mempengaruhi 

tindakan pelaku UMKM  untuk melakukan sertifikasi halal. 
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 Sementara, dari persepsi kontrol perilaku pelaku UMKM 

membuktikan bahwasanya banyak dari mereka mempersepsikan 

banyak faktor penghambat untuk melakukan sertifikasi halal seperti 

dari segi administrasi, pemahaman tentang sertifikasi halal, dan 

penggunaan teknologi, membuat pelaku UMKM belum kunjung 

melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Namun, apabila nantinya 

mereka diberikan kemudahan administrasi dan mendapatkan 

pendampingan maka, pelaku UMKM bersedia berpartisipasi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat melakukan 

sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor food & beverage di 

Kabupaten Sidoarjo, maka saran yang bisa peneliti sampaikan untuk 

pihak-pihak terkait mengenai hasil penelitian, sebagai berikut: 

1) Untuk UMKM, diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas produk 

mengingat kini persaingan usaha semakin ketat, pelaku usaha perlu 

memperluas jangkauan pasar dan perlu memiliki keunikan tersendiri 

supaya bisa bertahan. Akan lebih baik jika produk yang dijual 

memiliki jaminan baik dari keamanan dan kehalalannya untuk 

memberikan kepastian kepada konsumen serta pelaku usaha. Selain 

itu, pelaku UMKM dapat mulai mendaftarkan izin usahanya ke Dinas 

Koperasi dan UKM setempat supaya terdata sehingga bisa 

memperoleh update informasi dari pemerintah terkait pembinaan 
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maupun fasilitasi standarisasi seperti SNI, sertifikasi halal, merk, dan 

lain-lain. 

2) Untuk pemerintah, supaya lebih memasifkan sosialisasi dan 

pendampingan ke setiap-setiap daerah dengan begitu pengetahuan 

masyarakat terhadap informasi sertifikasi halal gratis (SEHATI)  bisa 

merata. Pembentukan tim kolaborasi dari setiap perangkat daerah 

sebaiknya penting dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang 

dimiliki masing-masing demi mencapai keberhasilan sertifikasi halal 

gratis (SEHATI). 

3) Untuk penelitian selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi 

rujukan dan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini perlu dikembangkan kembali mengingat semakin banyak 

inovasi-inovasi baru dalam sektor makanan dan minuman (food & 

beverage) sehingga semakin kompleks masalah yang terjadi. 
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